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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan mengkaji autentisitas akta Notaris
yang pembuatannya dilakukan secara dalam jaringan (daring) selama masa
pandemi Covid-19 serta implementasi para Notaris untuk melakukan tugas dan
jabatannya secara daring dalam prakteknya yang bisa dilakukan dalam masa
pandemi Covid-19 untuk meminimalisir penyebaran penyakit dan demi
pertimbangan kesehatan para pihak serta tidak terkecuali Notaris itu sendiri.
Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif karena yang diteliti adalah norma-
norma hukum yang terkait dengan auntentisitas akta Notaris yang pembuatannya
dilakukan secara daring seperti pada Pasal 15 Ayat (3) UUJN tentang kewenangan
lain dalam tugas dan jabatan Notaris, serta mengkaitkan dengan payung hukum
yang ada pada UUPT bahwa memang memungkinkan untuk Notaris membuat akta
secara daring tapi terbatas dan tidak bisa terlaksana secara menyeleruh dalam
mekanisme pembuatan akta tersebut secara daring. Terkait autentisitas akta notaris
harus mengikuti bentuk dan tata cara yang ada didalam UUJN, namun bila
dilakukan secara daring maka akan berlawanan dengan Pasal 16 Ayat (1) huruf m.
UUJN terkait kata menghadap dalam UUJN tersebut yang dimaksud adalah
kehadiran secara fisik, sedangkan dengan kemajuan teknologi yang ada serta
kondisi Pandemi Covid-19 seharusnya ada reintepretasi tentang kata menghadap
tersebut bisa melalui media konferensi dan perlu adanya sinkronisasi aturan
perundang-undangan untuk pembuatan akta Notaris secara daring.

Kata Kunci : Autentisitas Akta, Akta Notaris, dan Pembuatan Akta secara daring.



ABSTRACT

This study to analyze and examine the authenticity of Notary deeds which are made
online during the Covid-19 pandemic and the implementation of Notaries to carry
out their duties and positions online in practice which can be done during the Covid-
19 pandemic to minimize the spread of the virus. disease and for the sake of the
health considerations of the parties and the Notary himself is no exception. This
research is a normative legal research because it examines legal norms related to
the authenticity of a Notary deed which is made online as in Article 15 Paragraph
(3) of the UUJN concerning other authorities in the duties and positions of a Notary,
as well as linking it with the existing legal umbrella. in UUPT that it is possible for
a Notary to make a deed online but it is limited and cannot be carried out
comprehensively in the mechanism for making the deed online. Regarding the
authenticity of the notary deed, it must follow the forms and procedures contained
in the UUJN, but if it is done online it will be contrary to Article 16 Paragraph (1)
letter m. The UUJN related to the word facing in the UUJN meant physical
presence, while with the existing technological advances and the Covid-19
Pandemic conditions there should be a reinterpretation of the word facing can be
through conference media and there is a need for synchronization of statutory rules
for making a Notary deed automatically. online.

Keywords: Deed Authenticity, Notary Deed, and Online Deed Making.



BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik
dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Perwujudan kepastian hukum
memerlukan tersedianya perangkat hukum yang baik guna menunjang aktivitas
bisnis yang kondusif sehingga kebutuhan masing-masing pihak dapat terpenuhi
dengan baik, Notaris sebagai suatu jabatan yang mempunyai karakteristik.> Agar
dapat menjalankan profesi tersebut atau membantu orang-orang yang mempunyai
permasalahan hukum, maka seorang Notaris yang menjalankan profesinya tersebut
membutuhkan keahlian khusus sebagai salah satu prasyarat untuk menjadi
profesional dalam profesi tersebut.

Notaris dalam membuat akta autentik merupakan kewenangan yang
diperoleh secara atribusi yang secara normatif diatur melalui undang-undang
Nomor 30 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan
Notaris (selanjutnya disebut UUJN).

UUJN menjadikan Notaris sebagai pejabat publik, sehingga akibat
hukumnya dalam akta notaris mendapat kedudukan yang autentik dan mempunyai

sifat eksekutorial.2 Kekuatan keautentikan suatu akta, karena proses pembuatan

! Habib Adjie(1), Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat
Publik, Bandung, Refika Aditama, 2009, him 32.

2 Rahmida Erliyani, Siti Rosydah Hamdan, Akta Notaris Dalam Pembuktian Perkara
Perdata & Perkembangan Cyber Notary, Yogyakarta, Dialektika him.35.



akta tersebut didasarkan kepada bentuk yang sudah ditetapkan oleh undang-undang,
dan dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang.

Akta autentik dijelaskan dalam pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) yang berisi: “Suatu akta autentik adalah
suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau
dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”.

Lebih lanjut menurut Pasal 1870 KUHPerdata “Suatu akta autentik
memberikan kepada para pihak yang membuatnya suatu bukti yang sempurna
tentang apa yang dimuat didalamnnya”.

Akta autentik sebagai alat bukti yang dianggap terkuat dan terpenuh,
menetapkan hubungan hukum antara para pihak secara jelas yang menyangkut hak
dan kewajiban, akta sendiri dibuat untuk menjamin kepastian hukum dan agar dapat
menghindari terjadinya sengketa dikemudian hari.

Pada tahun 2019 adanya kemunculan virus baru yang diketahui oleh World
Health Organization (WHO) yang diberi nama Severe acute respiratory syndrome
coronavirus-2 (SARS-CoV-2) dan nama penyakitnya kita kenal sebutan Corona
Virus Disease (Covid-19)3, semua masyarakat tidak hanya di Indonesia bahkan
dunia merasakan dampak dari virus baru ini dari berbagai kalangan tua maupun
muda, bahkan dari berbagai profesi juga salah satunya adalah Notaris.

Kemudian dengan adanya himbauan dari pemerintah tentang melakukan

pekerjaan dari rumah atau pembatasan dalam aktivitas yang dilakukan dalam suatu

3 Yuliana, Y. “Corona virus diseases (Covid-19): Sebuah tinjauan literatur.” Wellness
And Healthy Magazine, 2, No. 1, (2020): 187-192



ruangan tidak boleh melebihi dari beberapa orang, karena untuk mendukung
pencegahan penularan virus Covid-19 seperti dalam Surat Edaran dari INI (Ikatan
Notaris Indonesia) Nomor 65/33-111/PP-IN1/2020 yang inti dari isinya adalah
himbauan pencegahan penyebaran Covid-19 dengan pembatasan tertentu.4 Pada
tanggal 13 April 2020 dalam konfrensi Presiden Jokowi mejelaskan tentang darurat
bencana Covid-19 yang akhirnya merujuk pada Keputusan Presiden Nomor 12
Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional yang bisa dijadikan dasar
hukum sebagai force majeure.5

Dilapangan muncul berbagai gagasan ide untuk notaris dapat dilakukan
secara daring baik untuk pembacaan akta maupun penerapan atau tanda tangan pada
akta melalui aplikasi. Bilamana dalam fungsi jabatannya notaris melakukan
pembuatan akta secara daring dengan Undang-Undang yang ada memang
memungkinkan untuk itu, seperti yang ada dalam Pasal 15 Ayat (3) UUJN vyaitu:
“Selain kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), Notaris
mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.”

Dalam penjelasan Pasal 15 Ayat (3) UUJN tersebut adalah yang dimaksud
dengan kewenangan lain yang diatur dalam perundang-undangan, antara lain,
kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik ( cyber

notary ), membuat akta ikrar, wakaf, dan hipotek pesawat terbang. Maksud dari

4 Ikatan Notaris Indonesia (INI). https:/ini.id/post/pengumuman-pengurus-pusat-
ikatannotaris-indonesia-perihal-himbauan-pencegahan-covid-19. Diakses 07 Oktober 2020, pukul
05.12.

SHukumOnline.https://www.hukumonline.com/berita/baca/It5eallca6a5956/p
enjelasanprof-mahfud-soal-i-force-majeure-i-akibat-pandemi-corona.  Diakses 11
Desember 2020, pukul 19.20.
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mensertifikasi itu sebenarnya adalah Notaris dapat memberikan layanan
keterpercayaan yang mendukung sistem keautentikan dari suatu transaksi
elektronik. Hal tersebut dapat lebih didukung dengan Kketentuan tentang
Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik (Peraturan
Pemerintah No0.82 Tahun 2012 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
No. 71 Tahun 2019) yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut
UUITE).e Ada kemungkinan lain yang membuat notaris bisa melakukan
pembuatan akta secara video conference seperti yang ada dalam Pasal 77 ayat (1)
UndangUndang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas (selanjutnya
disebut UUPT) yang berisi:

“Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana di maksud Dalam pasal 76,
RUPS dapat juga di lakukan melalui media Telekonfresi video konfrensi, atau
sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling

melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.”7

SHukumOnline, https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e968b08889¢e7/layana
nnotaris-secara-elektronik-dalam-kedaruratan-kesehatan-masyarakat-oleh--edmon-makarim.
Diakses 11 Desember 2020, pukul 16.30

" Lihat isi Pasal 76 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan

Terbatas yang berisi:

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan
kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar.

2.RUPS Perseroan Terbuka dapat diadakan di tempat kedudukan bursa di mana saham
Perseroan dicatatkan.

3. Tempat RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus terletak di
wilayah negara Republik Indonesia .

4.Jika dalam RUPS hadir dan/atau diwakili semua pemegang saham dan semua
pemegang saham menyetujui diadakannya RUPS dengan agenda tertentu, RUPS dapat
diadakan di manapun dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3).

5.RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengambil keputusan jika
Keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat.
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Apabila akta telah sesuai dengan bentuk yang ditentukan oleh Undang-
Undang maka bisa disebut sebagai akta autentik. Namun dalam pembuatan akta
secara daring akan dipertanyakan autentisitasnya karena dalam UUJN Pasal 16
Ayat (1) huruf m. berisi:

“membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit
2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat
di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan
Notaris.”

Berdasarkan pasal 1 ayat (7) UUJN untuk memperkuat pelaksanaan Pasal 16
Ayat (1) huruf m yang menyatakan bahwa akta notaris adalah akta autentik yang
dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan
dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Pada pasal 1 ayat (7) UUJN, dalam akta
notaris penggunanaan kata di hadapan bisa juga menghadap, penghadap, dan
berhadapan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris adalah terjemahan dari kata
verschijnen yang berarti datang menghadap yang di maksud dalam artian yuridis
adalah kehadiran nyata.8

Terciptanya konflik norma atas diberlakukannya daring dalam pembuatan
akta Notaris karena belum ada payung hukum yang pasti. Selain konflik norma,
terdapat hal lain yang masih dianggap lemah jika diterapkan. Yaitu, mengenai akses
data pribadi klien atau para penghadap, karena data pribadi telah bertransformasi

menjadi sebuah komoditas yang dapat diperjualbelikan. Pada tahun 2006 saja,

8 Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun
2004 Tentang Jabatan Notaris, Bandung, Cetakan ketiga, Refika Aditama, 2011, him.147.



terhitung nilai transaksi penjualan data pribadi telah mencapai angka 3 Miliar Dolar
Amerika.9 Penjualan tersebut terjadi karena tingginya angka permintaan para
penjual produk terhadap data pribadi yang mudah diakses.10 Dengan besarnya
resiko yang terjadi untuk kejahatan cyber yang berkaitan dengan data pribadi
hingga sampai saat ini, terutama jual beli data pribadi, maka sudah seharusnya
dilakukan upaya perlindungan data pribadi yang memberikan rasa aman serta
kepastian hukum bagi pemilik data pribadi. Yang dapat diatur dalam undang-
undang jabatan Notaris yang memberlakukan cyber notary / sistem daring untuk
Notaris.11

Perlindungan data pribadi masih tersebar dalam berbagai peraturan
perundang-undangan, sebagai contoh perlindungan data pribadi yang berkaitan
dengan data kependudukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang
Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2013 dan perlindungan data pribadi yang berkaitan dengan
keuangan digital dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/22/DKSP perihal
Penyelenggaraan Keuangan Layanan Digital. Upaya perlindungan tersebut belum
sampai ke ranah bagaimana cara melakukan perlindungan data pribadi secara rinci
diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Selain itu juga, hukum
perlindungan data pribadi yang tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan

tersebut masih terdapat yang bertentangan dengan asas perlindungan data pribadi.

*Marcy E.Peek, “Information Privacy and Corporate Power: Toward a Relmagination of
Information Privacy Law”. (Seton Hall Law Review 37, 2006) hlm. 6-7.

Ohttps://tatanegara.ui.ac.id/peran-notaris-dalam-perlindungan-data-pribadi/. Diakses pada
tanggal 23 desember 2020.

Ybid.



Dengan masih banyaknya kekurangan peraturan perundang-undangan dalam
memberikan kepastian hukum serta keamanan bagi pemilik data pribadi, Peran
penyimpan data pribadi sangat besar untuk menekan terjadinya kejahatan yang
berkaitan dengan data pribadi, Notaris merupakan salah satu pihak yang berperan
sebagai penyimpan data pribadi. Dapat dikatakan demikian dikarenakan notaris,
dalam akta-akta yang dia buat, diwajibkan untuk menuliskan data pribadi para
pihak yang menghadap kepadanya. Bagian dari akta notaris yang menguraikan data
pribadi disebut dengan komparisi.12

Bila ini disebut sebagai era new normal maka memang perlu diterapkan
untuk Notaris juga dalam prakteknya yang mana akan ada pembatasan dalam tatap
muka secara langsung, karena belum diakomodir oleh peraturan yang ada, apakah
diijinkan dalam kondisi pandemi begini untuk pembuatan akta secara daring, satu
sisi untuk menjamin suatu kepastian hukum yang terjadi atas suatu perbuatan
hukum, yang mana harus dilakukan secepatnya untuk kepentingan para pihak dalam
akta notaris.

Berkaitan dengan prosedur yang ada dalam UUJN serta keadaan Indonesia
dilanda pandemi yang dapat dianggap sebagai force majeure bencana non-alam,
oleh karena hal tersebut maka peneliti mengambil topik tentang “ AUTENTISITAS
AKTA NOTARIS SELAMA PANDEMI YANG PEMBUATANNYA

DILAKUKAN SECARA DALAM JARINGAN *.

2Ibid.



B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka dapat ditarik rumusan
masalah sebagai berikut:
1. Bagaimanakah implementasi pembuatan akta oleh notaris melalui
jaringan (daring) internet selama masa pandemi Covid 19??
2. Bagaimana autentisitas akta notaris yang pembuatannya dilakukan
secara daring dalam kondisi pandemi Covid-19 ini?
C. Tujuan Penelitian
Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang
timbul,®® maka tujuan penelitian ini adalah:
1. Untuk mengkaji dan menganalisis implementasi notaris dalam
pembuatan akta semasa pandemi Covid-19.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis tentang autentisitas akta
notaris yang disahkan melalui prosesi daring dalam masa
pandemi Covid-19.
D. Manfaat Penelitian
Sehubungan dengan tujuan penelitian yang akan dilakukan, maka manfaat dan
hasil yang diharapkan dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Secara Teoritis
Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum

pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya, serta sebagai bahan

13 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana, 2005, him.41.



kepustakaan bagi penelitian yang berhubungan dengan notaris yang
melaksanakan jabatan dan fungsi memanfaatkan kemajuan teknologi.
2. Secara Praktis
a. Bagi Notaris

Diharapkan dapat memberikan inovasi kepada praktisi notaris bahwa seiring
berkembangnya teknologi maka harus ada pembaruan dalam praktek notaris dalam
menjalankan fungsi jabatannya untuk mempermudah dan memangkas waktu
dikemudian hari.
b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan memberi masukan kedepan mengenai cyber notary
bisa segera terlaksana dengan adanya pembaruan Undang-Undang serta Peraturan
Pelaksana terkait agar adanya sinkronisasi dan agar dapat memberikan kepastian
hukum melalui payung hukum yang ada.
c. Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini bermanfaat sebagai bahan bacaan dan sumber
informasi bagi masyarakat untuk mendapat pemahaman yang lebih mengenai akta
elektronik yang dibuat oleh notaris.
E. Orisinalitas Penelitian

Setelah dilakukan penelusuran ke berbagai sumber di perpustakaan, media
cetak, maupun media internet, belum ada penulisan terkait “Autentisitas akta
notaris selama pandemi covid-19 yang pembuatannya dilakukan secara
daring”. Namun peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang

berhubungan dengan kajian pembuatan akta secara daring, Cyber Notary, dan akta



elektronik sebagai alat bukti terkait Undang-Undang dan peraturan yang ada saat
ini, akan tetapi terdapat perbedaan fokus penelitian. Perbedaan tersebut adalah
penelitian memfokuskan pada pembuatan akta Notaris dalam masa Pandemi Covid-
19 secara daring serta penerapan yang bisa dilakukan oleh Notaris dalam
menjalankan tugas dan jabatannya. Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan
penulisan ini antaranya:

Tesis Dwi Merlyani: Kewajiban Pembacaan Akta Otentik Oleh Notaris
Dihadapan Penghadap ( Terkait dengan Konsep Cyber Notary ).* Notaris selaku
pejabat umum yang berwenang dalam membuat akta otentik yang awalnya
menggunakan cara-cara konvensional (masih terpaku dengan cara penghadap harus
berhadapan langsung dengan notaris dan data para penghadap di berikan secara
langsung kepada notaris dengan akta yang di buatkan dan di sahkan didalam kertas)
dalam pembuatan akta otentik dan memiliki kekuatan hukum yang sempurna bagi
para pihak yang membutuhkannya dalam fungsi pembuktian.

Permasalahan yang sering muncul dalam perbincangan tentang cyber notary
selama ini ialah akta yang dibuat harus dihadapan notaris, seperti yang disebutkan
dalam pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) yang berbunyi bahwa ”Notaris
membacakan akta di hadapan penghadap dengan di hadiri oleh paling sedikit dua
orang saksi, atau empat orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah

tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris”,

14 Dwi Merlyani, Kewajiban Pembacaan Akta Otentik Oleh Notaris Di Hadapan
Penghadap (Terkait Dengan Konsep Cyber Notary), Tesis (Palembang:Universitas
Sriwijaya,2019).
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dan dalam pasal 1868 KUHPerdata di jelaskan bahwa “suatu akta otentik ialah suatu
akta yang dibuat dalam bentuk Undang-Undang oleh atau di hadapan pejabat

berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”.

Sementara yang dimaksud pada pasal 1 ayat (7) UUJN, penggunanaan kata
menghadap, penghadap, berhadapan, dan hadapan dalam Undang-Undang Jabatan
Notaris terjemahan dari kata verschijnen yang berarti datang menghadap yang di
maksud dalam artian yuridis adalah kehadiran nyata.15 Apabila diteliti isi pasal 16
ayat (1) huruf m UUJN bahwa notaris membacakan akta di hadapan penghadap
dengan dihadiri oleh paling sedikit dua orang saksi, atau empat orang saksi khusus
untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan di tandatangani pada saat itu
juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris.

Rumusan Masalah:

1) Apa filosofi akta notaris wajib dibacakan dihadapan penghadap?

2) Bagaimanakah kekuatan hukum akta yang pembacaan aktanya
menggunakan video conference dan penandatanggan akta
menggunakan tanda tangan
elektronik?

3) Bagaimana seharusnya pengaturan konsep cyber notary berlaku
kedepannya terkait dengan kewajiban notaris membacakan kata
dihadapan penghadap berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN?
Kesimpulan dari penelitian adalah pertama perlu ada pembacaan akta notaris

dihadapan para pihak adalah untuk menjamin kebenaran isi akta kepada penghadap
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agar penghadap mengetahui dan memahami isi akta tersebut sesuai dengan yang
dikehendaki para pihak.

Kesimpulan kedua kekuatan hukum akta otentik yang pembacaannya
menggunakan video conference tetap sah selama para pihak menyatakan
persetujuannya sesuai dengan asas kebebasan berkontrak namun untuk tanda tangan
akta secara elektronik belum mempunyai kekuatan hukum yang sempurna.

Kesimpulan ketiga konsep cyber notary seharusnya sudah bisa dijalankan saat
ini karena dalam UUPT mengenai video conference sudah diatur dalam pembacaan
akta RUPS dan seharusnya ini bisa menjadi trigger kedepannya untuk cyber notary
bisa dijalankan kedepannya namun perlu ada sinkronisasi dalam UUJN itu sendiri
dan UUITE terkait pengaturan cyber notary agar lebih jelas.

Perbedaan dari penelitian tesis terdahulu ini dengan penulis yaitu membahas
filosofi pembacaan akta notaris dihapadan para penghadap sedangkan penulis lebih
membahas dalam penerapan selama masa pandemi covid-19 dalam pembuatan akta
notaris serta keautentikan akta tersebut.

Tesis, Prayudicia Tantra Atmaja: Keabsahan Akta Notaris Secara Elektronik
Dalam E-Commerce.’®

Rumusan Masalah:

1) Bagaimana landasan hukum keberadaan akta notaris secara

elektronik?

2) Apakah notaris dapat membuat akta secara elektronik?

15 Prayudicia Tantra Atmaja, Keabsahan Akta Notaris Secara Elektronik Dalam E-
Commerce, Tesis (Surakarta:Universitas Sebelas Maret,2019).
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Kesimpulan dalam penelitian ini yang pertama bahwa akta elektronik belum
bisa diakui dalam hukum di Indonesia karena belum adanya kesinergian antara
UUJN dan UUITE meskipun juga dalam UUPT ada peluang dalam pembuatan akta
secara elektronik namun ada landasan hukum yang bertentangan.
Kesimpulan kedua substansi hukum dalam pembuatan akta notaris secara
elektronik belum terakomodir seutuhnya dalam UUJN dengan adanya kewajiban
untuk membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri para saksi dan tidak
terpenuhinya syarat ini bisa menimbulkan sanksi bagi notaris.
Perbedaan dari tesis terdahulu ini dengan penulis yaitu pembahasannya lebih
spesifik kepada berkesinambungan antara UUJN, UUITE serta UUPT sedangkan
penulis lebih membahas tentang keautentisitasan akta notaris yang pembuatannya
menggunakan konsep e-notary atau yang pembuatannya melalui daring.
Tesis, Fanda Satria Wibawa: Peran Notaris Sebagai Registration Authority
Pada Perjanjian Elektronik®®
Rumusan Masalah:
1) Mengapa belum ada Notaris yang mengambil peran sebagai Registration
Authority (RA) pada perjanjian elektronik.

2) Bagaimanakah mekanisme Notaris dalam mengambil peran sebagai
Registration Authority (RA) pada perjanjian elektronik.

Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris, yang menitikberatkan

pada perjanjian elektronik yang data dan identitas para pihaknya diverifikasi oleh

16 Fanda Satria Wibawa, Peran Notaris Sebagai Registration Authority Pada Perjanjian
Elektronik, Tesis (Yogyakarta:Universitas Islam Indonesia,2019).
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RA. Hasil penelitian ini adalah bahwa para Notaris belum mengambil peran sebagai
Registration Authority pada perjanjian elektronik karena beberapa sebab yaitu,
Notaris belum memiliki akses ke database (basis data) kependudukan Kementerian
Dalam Negeri (Kemendagri), Belum adanya Perjanjian Kerja Sama (PKS),
Memorandum of Understanding (MoU) antara pihak Kemendagri, Kemenkumham,
Penyelenggara Sertifikasi Elektronik dan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia
terkait Registration Authority pada perjanjian elektronik, Notaris belum memiliki
skill untuk melakukan peran sebagai Registration Authority pada perjanjian
elektronik karena belum mendapatkan pelatihan dan sosialisasi dari pihak terkait
seperti Penyelenggara Sertifikat Elektronik, Kemendagri, dan Ikatan Notaris
Indonesia. Adapun mekanisme Notaris dalam mengambil peran sebagai
Registration Authority pada perjanjian elektronik yaitu, Notaris harus diberikan
akses untuk melakukan verifikasi dengan database (basis data) kependudukan
Kemendagri, Notaris diberikan sosialisasi, pelatihan dan sertifikasi sebagai bukti
telah mendapatkan pelatihan terkait peran sebagai Registartion Authority,
Penyelenggara Sertifikasi Elektronik membuat sistem yang mendukung untuk
digunakan oleh Notaris. Notaris melakukan log in username dan password melalui
sistem tersebut, Notaris melakukan pengecekan data melalui sistem tersebut
(verifikasi menggunakan teknologi seperti dengan mengklik atau mencentang). Jika
identitas dan dokumen telah terverifikasi, Notaris hanya perlu submit/mengirim
untuk berkomunikasi dengan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik, dan

Penyelenggara Sertifikasi Elektronik akan menerbitkan sertifikat elektronik.
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Perbedaan tesis sebelumnya dengan penulis adalah tesis sebelumnya menitik
beratakan pada Regisration Authority yang dilakukan oleh notaris saat ini dan
belum bisa dilakukan karena belum terintegrasi dengan kementrian terkait saat ini,
sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah keauntetikan akta notaris
yang dilakukan secara daring selama masa pandemi, lebih menitik beratkan kpada
auntentisitas akta notaris tersebut yang pembuatannya dilakukan secara daring atau
mempraktekan sistem cyber notary.

Tesis, Awalludin Norsandy: Peran Notaris Dalam Perjanjian Melalui Media
Elektronik Berdasar Undang-Undang ITEY’

Rumusan Masalah:

1) Peran apa yang bisa diambil oleh seorang Notaris dalam perjanjian dan/atau

transaksi elektronik.

2) Bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak jika muncul wanprestasi
Pada perjanjian elektronik menurut Undang Undang No 11 Tahun 2008
Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang berfokus pada peran
notaries pada perjanjian yang dilakukan melalui media elektronik dilihat dari
Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hasil dari penelitian ini
adalah pertama, Peran Notaris dalam perjanjian sebenarnya dijalankan seiring
dengan wewenang yang diberikan. Dimaksud dengan kewenangan Notaris adalah

kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang kepada Notaris untuk membuat akta

17 Awalludin Norsandy, Peran Notaris Dalam Perjanjian Melalui Media Elektronik
Berdasar Undang-Undang ITE, Tesis (Yogyakarta:Universitas Islam Indonesia,2020).
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autentik maupun kekuasaan lainnya sesuai dengan Pasal 15 UUJNP. Secara umum
peran yang dijalankan dalam perjanjian/transaksi elektronik tidak berbeda dengan
perjanjian/transaksi  manual. ~ Secara  khusus, peran notaris  dalam
perjanjian/transaksi elektronik menyangkut dua hal yaitu melakukan sertifikasi dan
autentifikasi dalam lalu linstas transaksi elektronik. Kewenangan notaris dalam
perjanjian/transaksi elektronik melalui sertifikasi (Certification Authority)
transaksi elektronik yang dilakukan melalui tiga acara yaitu melakukan sendiri
pemeriksaan, menunjuk otoritas pendaftaran (registration authority) untuk
melakukan pemeriksaan, menunjuk notaris sebagai otoritas pendaftaran. Sedangkan
peran notaris sebagai autentifikasi (Registration Authority) perjanjian elektronik
adalah bersama-sama dengan pihak Certification Authority (CA) sebagai pihak
ketiga yang dipercaya (trusted third Party) dalam mengamankan dan melegitimasi
transaksi elektronik, Kedua, Perlindungan hukum bagi para pihak jika muncul
wanprestasi perjanjian elektronik di dasarkan pada perjanjian itu sendiri dimana
perlindungan hukum oleh notaris dilakukan melalui kekuatan hukum transaksi
elektronik yang disertifikasi oleh notaris sendiri.sedangkan bagi konsumen didalam
transaksi elektronik pelaku usaha diwajibkan untuk memberikan jangka waktu
kepada konsumen untuk mengembalikan barang yang dikirim apabila tidak sesuai
dengan perjanjian atatu terdapat cacat tersembunyi,dan apabila Tindakan
wanprestasi yang dilakukan oleh pelaku usaha namun pelaku usaha tidak memiliki
itikad baik, konsumen dapat melakukan gugatan terhadap pelaku usaha dimana
konsumen dapat menuntut pertanggung jawaban pelaku usaha berupa ganti

kerugian.
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Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penulis adalah peran notaris dalam
melakukan perjanjian melalui media elektronik berdasarkan UUITE sedangkan
penelitian penulis lebih berfoks kepada produk notaris yaitu akta notaris tersebut.

Tesis, Benny: Penerapan Konsep Cyber Notary di Indonesia ditinjau dari
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.1

Rumusan masalah:

1) Bagaimana bentuk-bentuk penerapan dari konsep cyber notary ditinjau dari

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.

2) Bagaimana peraturan pelaksanaan yang mengatur penerapan dari konsep

cyber notary tersebut.

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yang berfokus pada penerapan
Cyber Notary yang hanya di cantumkan pada penjelasan pasal 15 ayat (3), apakah
cukup kuat untuk menjadi landasan hukum tehadap penerapan dalam jangka waktu
yang cukup lama. Adapun hasil penelitian tesis ini adalah, Penjelasan Pasal 15
Perubahan UUJN dalam mencetak dan melegalisasi surat dan/ atau mencetak
sertifikat yang dicetak melalui sistem Ditjen AHU online, menyebutkan Notaris
dapat langsung melakukan pencetakan sendiri Keputusan Menteri dengan wajib
ditandatangani dan dibubuhi cap jabatan oleh Notaris. Penerapan cyber notary oleh
Ditjen AHU Online diatur dalam beberapa peraturan pelaksana yakni, mengenai PT
diatur pada Permenkumham No. 4 tahun 2014, mengenai Yayasan pada

Permenkumham No. 5 Tahun 2014, Pekumpulan pada Permenkumham No. 6

18 Benny, Penerapan Konsep Cyber Notary di Indonesia ditinjau dari Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2014, Tesis (Medan:Universitas Sumatera Utara,2014).
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Tahun 2014, mengenai pelayanan yang berhubungan dengan Fidusia diatur dalam
Permenkumham 10/2014 dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Administrasi
Hukum Umum Nomor AHU.OT.03.01-11 Tahun 2013, mengenai pelaporan wasiat
dan pendaftaran calon notaris diatur dalam UUJN.

Perbedaan tesis sebelumnya dengan penulis adalah penelitian sebelumnya
membahas tentang konsep Cyber Notary yang bisa dipraktekan dalam pasal 15 ayat
(3) UUJN dan aturan apa yang sudah memfasilitasi hal tersebut.

Tesis, Indah Aulia Putri: Urgensi Penerapan Cyber Notary Dalam Pelayanan
Jasa Notaris Berdasarkan UUJN.!®

Rumusan Masalah:

1) Bagaimana urgensi pengaturan Cyber Notary dalam pelayanan jasa

notaries di Indonesia?

2) Bagaimana notaris mengimplementasikan Cyber Notary berdasarkan

UUJN dan peraturan perundang-undangan lainnya?

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang berfokus pada urgensi
penerapan Cyber Notary. Adapun hasil penelitian ini adalah Pertama, Urgensi
Penerapan Cyber Notary dalam pelayanan jasa notaries di Indonesia sudah sangat
mendesak dan harus segera dibuatkan perangkat hukumnya. Haruslah dicarikan
solusinya terutama terjadi pada bagian pra akta atau kesiapan dalam membuat akta.
Kedua, Notaris dalam mengimplemtasikan Cyber Notary di dalam pekerjaannya

dengan beberapa fasilitas berbasis digital, yaitu : komputer dan internet, email,

19 Indah Aulia Putri, Urgensi Penerapan Cyber Notary Dalam Pelayanan Jasa Notaris
Berdasarkan UUJN, Tesis (Yogyakarta:Universitas Islam Indonesia,2020).
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www, social media berupa aplikasi, google maps, dan blog. Notaries
mengimplentasikan Cyber Notary sebagai partner Kementerian Hukum dan Ham,
dalam hal ini: publikasi berita, pengajuan pemakaian nama perseroan terbatas,
pengajuan pendirian perseroan terbatas, pendaftaran dan penghapusan fidusia,

laporan wasiat, pengangkatan dan cuti notaris, mutasi notaris.

Perbedaan tesis sebelumnya dengan penulis adalah Implementasi yang
dilakukan oleh penulis adalah dimasa pandemi yang harus ada penyesuaian dengan

kondisi dan keadaan saat ini.

Tesis, Ridho Novia Aulia: Implementasi E-Notary dalam Pelaksanaan Jabatan
Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris.?

Rumusan Masalah:

1) Bagaimana kriteria cyber notary/e-notary yang dapat diterapkan terhadap

Notaris di Indonesia?

2) Apakah e-notary dapat dilakukan dalam pembuatan akta otentik ?

Penelitian ini adalah penelitan hukum normatif yang berfokus pada penerapan
e-notary dalam pembuatan akta otentik serta kriteria e-notary yang dapat diterapkan
di Indonesia. Hasil penelitian tersebut adalah, pertama, bahwa bila diterapkannya
cyber notary perlu adanya sistem penyelenggaraan notaris secara elektronik ,
kemudian terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik tersebut serta harus

sudah sesuai dengan yang ada didalam Undang-Undang, memenuhi standar

20 Ridho Novia Aulia, Implementasi E-notary dalam pelaksanaan Jabatan Notaris
Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, Tesis (Yogyakarta:Universitas Islam Indonesia,
2021).
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minimum sistem serta keamanan untuk para pihak bahkan untuk notaris tersebut
dan menyimpan data secara elektronik. Kedua, adalah E-notary belum bisa
dilaksanakan karena dalam tulisan ini yang dimaksudkan dalam hal E-notary adalah
segala pembuatannya dilakukan secara elektronik dari pembuatannya bahkan dalam
hal tatap muka hanya melalui video conference serta tanda tangan dilakukan secara
digital.

Perbedaan tulisan sebelumnya dengan penelitian penulis adalah implementasi
yang dilakukan oleh penulis pada masa pandemi dan lebih berfokus tentang
keautentikan akta notaris tersebut.

Jurnal, Florenshia: Tinjauan Yuridis Keabsahan Akta Notaris Yang Dibuat
Berdasarkan RUPS Online dalam Era Cyber Notary.?! Era ini akan mendisrupsi
berbagai aktivitas manusia dalam berbagai bidang, tidak hanya dalam bidang
teknologi saja, namun juga bidang yang lain seperti ekonomi, sosial, dan politik.
Selain itu, industri 4.0 juga disebut sebagai era disrupsi teknologi dikarenakan
otomatisasi dan konektivitas di sebuah bidang akan membuat pergerakan dunia
industri dan persaingan kerja menjadi tidak linier.

Perkembangan teknologi digital yang semakin pesat, membuat tidak
sepantasnya lagi dipersyaratkan suatu tatap muka di antara pihak yang melakukan
kontrak, tetapi cukup memakai internet. Lahirnya UUPT, menampung aspirasi dan

mengakomodasi perkembangan teknologi informasi dengan diterimanya media

21 Florenshia, Tinjauan Yuridis Keabsahan Akta Notaris Yang Dibuat Berdasarkan RUPS
Online Dalam Era Cyber Notary, Jurnal (Medan:Universitas Sumatera Utara,2017).
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elektronik seperti teleconference atau video conference sebagai sarana untuk
melakukan RUPS.

Hal ini terdapat pada Pasal 77 ayat (1) UUPT yang berbunyi : Selain
penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, RUPS dapat juga
dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media
elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan
mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.

Dengan demikian pernyelenggaraan RUPS dapat dilakukan dengan
memanfaatkan perkembangan teknologi, sehingga RUPS dapat dilakukan
pemegang saham melalui media elektronik seperti telekonferensi, video
telekonferensi atau sarana media elektronik lainnya.

Rumusan Masalah:

1) Keabsahan Rapat Umum Pemegang Saham Secara Telekonferensi
dan Tanda Tangan Elektronik.
2) Sertifikasi Transaksi secara cyber notary sah atau tidak sebagai kata

otentik?

Kesimpulan pertama, bahwa sah RUPS (akta relaas) dilakukan secara
teleconfrence karena sudah ada pengaturannya dalam Undang-Undang selama para
pihak menyetujui untuk itu (dalam akhir akta perlu disebutkan) namun ada yang
tidak diperbolehkan secara teleconference yaitu untuk melakukan
penjualan/pengalihan aset perusahaan.

Kesimpulan kedua, bahwa sertifikasi dalam hal ini adalah warmeking dan

legalisasi secara cyber notary tentu sah-sah saja namun bukan sebagai akta autentik.
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Perbedaan dari jurnal terdahulu ini dengan penulis yaitu pembahasan jurnal ini
tentang keabsahan akta relaas RUPS yang akan dibuatka oleh notaris melalui
teleconference sedangkan yang dibahas oleh penulis adalah pembuatan akta notaris
secara daring serta penerapannya dalam masa pandemi serta keotentikan akta dari
relaas akta maupun partij akta.

Jurnal, Zainatun Rossalina, Moh. Bakri, Itta Andrijani: Keabsahan Akta Notaris
Yang Menggunakan Cyber Notary Sebagai Akta Otentik.?? Konflik norma antara
pasal 15 ayat (3) dengan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-undang Nomor 02
Tahun 2014 dapat diselesaikan dengan cara tetap menggunakan kedua pasal
tersebut yaitu pasal 15 ayat (3) Undang-undang Nomor 02 Tahun 2014 dapat
dilaksanakan sepanjang memenuhi Pasal 16 huruf m Undang-undang Nomor 02
Tahun 2014 dan memenuhi autentisitas akta dalam pasal 1868 KUH Perdata.
Sedangkan sertifikasi transaksi yang dilakukan secara cyber notary merupakan akta
autentik. Hal ini dikarenakan kewenangan tersebut telah diatur dalam undang-
undang yang terkait dengan pelaksanaan jabatan notaris.

Rumusan Masalah: Bagaimana penyelesaian konflik norma antara Pasal 15 ayat
(3) dengan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-undang Nomor 02 Tahun 2014 dan
apakah sertifikasi transaksi yang dilakukan secara cyber notary sah sebagai akta
otentik?

Kesimpulan konflik norma antara Pasal 15 ayat (3) dengan Pasal 16 ayat (1)

huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dapat diselesaikan dengan tetap

22 Zainatun Rossalina, Moh. Bakri, Itta Andrijani, Keabsahan Akta Notaris Yang
Menggunakan Cyber Notary Sebagai Akta Otentik, Jurnal (Malang:Universitas Brawijaya,2018).
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menggunakan Pasal 15 Ayat (3) UUJN dan juga dapat membuat akta notaris pada
umumnya sepanjang pelaksanaan pasal tersebut sesuai dengan Pasal 16 ayat (1)
huruf m dan Pasal 38 UUJN serta juga harus memenuhi unsur-unsur dalam Pasal
1868 KUHPerdata yang merupakan syarat autentisitas akta. Hal ini dikarenakan
dalam satu Undang-Undang dilarang untuk mengenyampingkan pasal yang lainnya
dan sertifikasi transaksi yang menggunakan cyber notary adalah sah karena telah
diatur dalam pasal 15 Ayat (3) UUJN yang memberikan kewenangan kepada notaris
untuk melakukan sertifikasi transaksi secara cyber notary dengan tetap
memperhatikan unsur-unsur akta autentik.

Perbedaan jurnal sebelumnya dengan penelitian penulis yaitu pembahasan
tentang sertifikasi secara elektronik sebagai akta autentik sedangkan sertifikasi
yang dimaksud dalam UUJN berbeda dengan akta notaris meskipun sertifikasi

secara elektronik juga ada didalam UUJN sebagai wewenang lain notaris.

Tabel 1 : Beberapa Hasil Penelitian Terdahulu

No Nama Perbandingan Penelitian

Tesis dengan judul Kewajiban
Pembacaan Akta Otentik Oleh Notaris
Dihadapan Penghadap ( Terkait
dengan Konsep Cyber Notary ), dalam
penelitian ini penulis merumuskan
beberapa masalah diantaranya sebagai
Dwi Merlyani/Universitas berikut:
Sriwijaya/2019 1. Apa filosofi akta notaris wajib
dibacakan dihadapan penghadap?
2. Bagaimanakah kekuatan hukum
akta yang pembacaan aktanya
menggunakan video conference dan
penandatanggan akta menggunakan
tanda tangan
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elektronik?

3. Bagaimana seharusnya pengaturan
konsep cyber notary berlaku
kedepannya terkait dengan
kewajiban notaris membacakan kata
dihadapan penghadap berdasarkan
Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN?

Penelitian ini merupakan penelitian

yuridis normatif berfokuskan pada

filososfi pembacaan akta dihadapan
para penghadap. Kesimpulan dari
penelitian adalah pertama perlu ada
pembacaan akta notaris dihadapan
para pihak adalah untuk menjamin
kebenaran isi akta kepada penghadap
agar penghadap mengetahui dan
memahami isi akta tersebut sesuai
dengan yang dikehendaki para pihak.

Kekuatan hukum akta otentik yang

pembacaannya menggunakan video

conference tetap sah selama para
pihak menyatakan persetujuannya
sesuai dengan asas kebebasan
berkontrak namun untuk tanda tangan
akta secara elektronik belum
mempunyai kekuatan hukum yang
sempurna.

Konsep cyber notary seharusnya

sudah bisa dijalankan saat ini karena

dalam UUPT mengenai video
conference sudah diatur dalam
pembacaan akta RUPS dan
seharusnya ini bisa menjadi trigger
kedepannya untuk cyber notary bisa
dijalankan kedepannya namun perlu
ada sinkronisasi dalam UUJN itu
sendiri dan UUITE terkait pengaturan
cyber notary agar lebih jelas

Prayudicia Tantra
Atmaja/Universitas Sebelas
Maret Surakarta/2019

Tesis dengan judul Keabsahan Akta

Notaris Secara Elektronik Dalam E-

Commerce, dalam penelitian ini

penulis tersebut merumuskan beberapa

masalah diantaranya sebagai berikut :

1. Bagaimana landasan hukum
keberadaan akta notaris secera
elektronik.
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2. Apakah notaris dapat membuat akta
secara elektronik.
Penelitian ini merupakan penelitian
normatif, dimana penelitiannya
berpusat pada sah tidaknya akta yang
dibuat secara eletronik dan dapatkah
menjadi alat bukti yang sah dengan
menggunakan eletronik. Hasil
penelitian dari judul tesis ini adalah,
bahwa pembuatan akta secara eletronik
belum memperoleh landasan hukum
yang kuat, apalagi jika dilakukan
dalam pembuatan akta perusahaan,
karena pertentangan antara Pasal 16
ayat (1) huruf m dengan UU ITE, pada
Pasal 16 ayat (1) menerangkan bahwa,
mewajibkan seorang notaris untuk
membacakan akta dihadapan
penghadap dengan dihadiri oleh paling
sedikit 2 (dua) orang saksi. Sedangkan
di dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE
memberikan batasan dengan
mengecualikan akta notaril tidak
termasuk dalam kategori
informasi/dokumen elektronik. Tidak
terakomodirnya aturan tersebut di
dalam UUJN akan menimbulkan saksi
bagi Notaris apabila tetap melakukan
pembuatan akta secara eletronik dan
untuk akta yang dibuat maka tidak
akan menjadi alat bukti yang cukup
kuat atau sah menurut elektronik.

Fanda Satria Wibawa/
Universitas Islam Indonesi/2019

Tesis dengan judul Peran Notaris
Sebagai Registration Authority Pada
Perjanjian Elektronik, Adapun di
dalam penelitian ini dijabarkan
beberapa rumusan masalah diantaranya

1. Mengapa belum ada Notaris yang
mengambil peran sebagai
Registration Authority (RA) pada
perjanjian elektronik.

2. Bagaimanakah mekanisme Notaris
dalam mengambil peran sebagai
Registration Authority (RA) pada
perjanjian elektronik.
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Penelitian ini adalah penelitian hukum
yuridis empiris, yang menitikberatkan
pada perjanjian elektronik yang data
dan identitas para pihaknya diverifikasi
oleh RA. Hasil penelitian ini adalah
bahwa para Notaris belum mengambil
peran sebagai Registration Authority
pada perjanjian elektronik karena
beberapa sebab yaitu, Notaris belum
memiliki akses ke database (basis data)
kependudukan Kementerian Dalam
Negeri (Kemendagri), Belum adanya
Perjanjian Kerja Sama (PKS),
Memorandum of Understanding
(MoU) antara pihak Kemendagri,
Kemenkumham, Penyelenggara
Sertifikasi Elektronik dan Pengurus
Pusat Ikatan Notaris Indonesia terkait
Registration Authority pada perjanjian
elektronik, Notaris belum memiliki
skill untuk melakukan peran sebagai
Registration Authority pada perjanjian
elektronik karena belum mendapatkan
pelatihan dan sosialisasi dari pihak
terkait seperti Penyelenggara Sertifikat
Elektronik, Kemendagri, dan Ikatan
Notaris Indonesia. Adapun mekanisme
Notaris dalam mengambil peran
sebagai Registration Authority pada
perjanjian elektronik yaitu, Notaris
harus diberikan akses untuk melakukan
verifikasi dengan database (basis data)
kependudukan Kemendagri, Notaris
diberikan sosialisasi, pelatihan dan
sertifikasi sebagai bukti telah
mendapatkan pelatihan terkait peran
sebagai Registartion Authority,
Penyelenggara Sertifikasi Elektronik
membuat sistem yang mendukung
untuk digunakan oleh Notaris, Notaris
melakukan log in username dan
password melalui sistem tersebut,
Notaris melakukan pengecekan data
melalui sistem tersebut (verifikasi
menggunakan teknologi seperti dengan
mengKklik atau mencentang), Jika
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identitas dan dokumen telah
terverikasi, Notaris hanya perlu
submit/mengirim untuk berkomunikasi
dengan Penyelenggara Sertifikasi
Elektronik, dan Penyelenggara
Sertifikasi Elektronik akan
menerbitkan sertifikat elektronik.

Awalludin Norsandy/
Universitas Islam Indonesi/2020

Tesis dengan judul Peran Notaris
Dalam Perjanjian Melalui Media
Elektronik Berdasar Undang-Undang
ITE. Pada penelitian ini dijabarkan
beberapa rumusan masalah diantaranya

1. Peran apa yang bisa diambil oleh
seorang Notaris dalam perjanjian
dan/atau transaksi elektronik.

2. Bagaimana perlindungan hukum
bagi para pihak jika muncul
wanprestasi Pada perjanjian
elektronik menurut Undang Undang
No 11 Tahun 2008 Tentang
Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Penelitian ini adalah penelitian hukum

normatif, yang berfokus pada peran

notaries pada perjanjian yang
dilakukan melalui media elektronik
dilihat dari Undang-Undang Informasi
dan Transaksi Elektronik. Hasil dari
penelitian ini adalah pertama, Peran

Notaris dalam perjanjian sebenarnya

dijalankan seiring dengan wewenang

yang diberikan. Dimaksud dengan
kewenangan Notaris adalah kekuasaan
yang diberikan oleh undang-undang
kepada Notaris untuk membuat akta
autentik maupun kekuasaan lainnya
sesuai dengan Pasal 15 UUJNP. Secara
umum peran yang dijalankan dalam
perjanjian/transaksi elektronik tidak
berbeda dengan perjanjian/transaksi
manual. Secara khusus, peran notaris
dalam perjanjian/transaksi elektronik
menyangkut dua hal yaitu melakukan
sertifikasi dan autentifikasi dalam lalu
linstas transaksi elektronik.

Kewenangan notaris dalam
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perjanjian/transaksi elektronik melalui
sertifikasi (Certification Authority)
transaksi elektronik yang dilakukan
melalui tiga acara yaitu (1) melakukan
sendiri pemeriksaan (2) menunjuk
otoritas pendaftaran (registration
authority) untuk melakukan
pemeriksaan; dan/atau (3) menunjuk
notaris sebagai otoritas pendaftaran.
Sedangkan peran notaris sebagai
autentifikasi (Registration Authority)
perjanjian elektronik adalah bersama-
sama dengan pihak Certification
Authority (CA) sebagai pihak ketiga
yang dipercaya(trusted third Party)
dalam mengamankan dan melegitimasi
transaksi elektronik, Kedua,
Perlindungan hukum bagi para pihak
jika muncul wanprestasi perjanjian
elektronik di dasarkan pada perjanjian
itu sendiri dimana perlindungan hukum
oleh notaris dilakukan melalui
kekuatan hukum transaksi elektronik
yang disertifikasi oleh notaris
sendiri.sedangkan bagi konsumen
didalam transaksi elektronik pelaku
usaha diwajibkan untuk memberikan
jangka waktu kepada konsumen untuk
mengembalikan barang yang dikirim
apabila tidak sesuai dengan perjanjian
atatu terdapat cacat tersembunyi,dan
apabila Tindakan wanprestasi yang
dilakukan oleh pelaku usaha namun
pelaku usaha tidak memiliki itikad
baik, konsumen dapat melakukan
gugatan terhadap pelaku usaha dimana
konsumen dapat menuntut pertanggung
jawaban pelaku usaha berupa ganti
kerugian.

Benny/Universitas Sumatra
Medan/2014

Tesis, judul Penerapan konsep cyber

notary di indonesia ditinjau dari

Undang-Undang nomor 2 tahun 2014.

Dengan memaparkan beberapa

rumusan masalah diantaranya :

1. Bagaimana bentuk-bentuk penerapan
dari konsep cyber notary ditinjau
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dari Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2014.

2. Bagaimana peraturan pelaksanaan
yang mengatur penerapan dari
konsep cyber notary tersebut.

Penelitian ini adalah penelitian yuridis

normatif, yang berfokus pada

penerapan Cyber Notary yang hanya di

cantumkan pada penjelasan pasal 15

ayat (3), apakah cukup kuat untuk

menjadi landasan hukum tehadap
penerapan dalam jangka waktu yang
cukup lama. Adapun hasil penelitian

tesis ini adalah, Penjelasan Pasal 15

Perubahan UUJN dalam mencetak dan

melegalisasi surat dan/ atau mencetak

sertifikat yang dicetak melalui sistem

Ditjen AHU online, menyebutkan

Notaris dapat langsung melakukan

pencetakan sendiri Keputusan Menteri

dengan wajib ditandatangani dan
dibubuhi cap jabatan oleh Notaris.

Penerapan cyber notary oleh Ditjen

AHU Online diatur dalam beberapa

peraturan pelaksana yakni, mengenai

PT diatur pada Permenkumham No. 4

tahun 2014, mengenai Yayasan pada

Permenkumham No. 5 Tahun 2014,

Pekumpulan pada Permenkumham No.

6 Tahun 2014, mengenai pelayanan

yang berhubungan dengan Fidusia

diatur dalam Permenkumham 10/2014

dan Surat Edaran Direktorat Jenderal

Administrasi Hukum Umum Nomor

AHU.OT.03.01-11 Tahun 2013,

mengenai pelaporan wasiat dan

pendaftaran calon notaris diatur dalam

UUJN.

Indiah Aulia Putri/Universitas
Islam Indonesia/2021

Tesis dengan judul Urgensi Penerapan

Cyber Notary Dalam Pelayanan Jasa

Notaris Berdasarkan UUJN. Pada

penelitian ini dijabarkan beberapa

rumusan masalah diantaranya adalah :

1. Bagaimana urgensi pengaturan
Cyber Notary dalam pelayanan jasa
notaries di Indonesia?
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2. Bagaimana notaries
mengimplementasikan Cyber
Notary berdasarkan UUJN dan
peraturan perundang-undangan
lainnya.

Penelitian ini adalah penelitian hukum

normatif, yang berfokus pada urgensi

penerapan Cyber Notary. Adapun hasil
penelitian ini adalah Pertama, Urgensi

Penerapan Cyber Notary dalam

pelayanan jasa notaries di Indonesia

sudah sangat mendesak dan harus
segera dibuatkan perangkat hukumnya.

Haruslah dicarikan solusinya terutama

terjadi pada bagian pra akta atau

kesiapan dalam membuat akta. Kedua,

Notaris dalam mengimplemtasikan

Cyber Notary di dalam pekerjaannya

dengan beberapa fasilitas berbasis

digital, yaitu : komputer dan internet,
email, www, social media berupa
aplikasi, google maps, dan blog.

Notaries mengimplentasikan Cyber

Notary sebagai partner Kementerian

Hukum dan Ham, dalam hal ini:

publikasi berita, pengajuan pemakaian

nama perseroan terbatas, pengajuan
pendirian perseroan terbatas,
pendaftaran dan penghapusan fidusia,
laporan wasiat, pengangkatan dan cuti
notaries, mutasi notaries.

Ridho Novia Aulia/Universitas
Islam Indonesia/2021

Tesis dengan judul Implementasi E-
Notary dalam Pelaksanaan Jabatan
Notaris Berdasarkan Undang-Undang
Jabatan Notaris. Pada penelitian ini ada
beberapa rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana Kriteria cyber notary/e-
notary yang dapat diterapkan
terhadap Notaris di Indonesia?

2. Apakah e-notary dapat dilakukan
dalam pembuatan akta otentik?

Penelitian ini adalah penelitan hukum

normatif yang berfokus pada penerapan

e-notary dalam pembuatan akta otentik
serta kriteria e-notary yang dapat
diterapkan di Indonesia. Hasil
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penelitian tersebut adalah, Pertama,
bahwa bila diterapkannya cyber notary
perlu adanya sistem penyelenggaraan
notaris secara elektronik , kemudian
terdaftar sebagai penyelenggara sistem
elektronik tersebut serta harus sudah
sesuai dengan yang ada didalam
Undang-Undang, memenuhi standar
minimum sistem serta keamanan untuk
para pihak bahkan untuk notaris
tersebut dan menyimpan data secara
elektronik. Kedua, adalah E-notary
belum bisa dilaksanakan karena dalam
tulisan ini yang dimaksudkan dalam hal
E-notary adalah segala pembuatannya
dilakukan secara elektronik dari
pembuatannya bahkan dalam hal tatap
muka hanya melalui video conference
serta tanda tangan dilakukan secara
digital.

Fitri Fabiola/Universitas
Sriwijaya/2020

Tesis ini memiliki judul Keabsahan

Tanda Tangan Elektronik Dalam Akta

Notaris Ditinjau Dari Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2008 Tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik dan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014

Atas Perubahan Undang-Undang

Nomor 30 Tahun 2004 Tentang

Jabatan Notaris. Pada tesis ini memiliki

beberapa rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana aspek yuridis tanda
tangan elektronik menurut Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik ditinjau dari Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2014 atas
perubahan Undang-Undang Nomor
30 Tahun 2004 tentang Jabatan
Notaris?

2. Bagaimana pengaturan norma dan
praktik terkait tanda tangan
elektronik dalam akta Notaris?

3. Bagaimana seyogyanya pengaturan
norma dan praktik terkait tanda
tangan elektronik dalam akta Notaris
di masa yang akan datang?
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Penelitian ini adalah penelitian hukum
yuridis normative yang berfokus pada
konflik norma yang ada dalam UUITE
dengan UUJNP. Kesimpulan dari
permasalahan tersebut adalah bahwa
Notaris harus atau wajib membacakan
akta dihadapan para penghadap atau
para pihak. Hal ini membuat
pengaturan memiliki potensi
kemungkinan terjadi nya perbedaan
antara pembacaan dan penanda waktu
yang menunjukkan tanggal dan/atau
termaksud juga peristiwa tertentu
terjadi. Namun seiring dengan
perkembangan zaman dan kemajuan
teknologi saat ini dapat dimungkinkan
untuk dilakukannya penandatanganan
dokumen elektronik terhadap surat
berharga karena hal tersebut akan
memberikan kemudahan bagi pihak
yang berhadapan dengan Notaris
apabila terjadinya suatu keadaan yang
tidak dimungkinkan. Sehingga UU ITE
dan UUJN harus direvisi kembali
untuk suatu yang akan datang, agar
para pihak dapat melakukan tanda
tangan elektronik tidak perlu
berhadapan dengan Notaris atau
pejabat yang berwenang.

Florenshia/Universitas Sumatera
Utara/2018

Jurnal ini memiliki judul Tinjauan
Yuridis Keabsahan Akta Notaris Yang
Dibuat Berdasarkan RUPS Online
dalam Era Cyber Notary. Pada jurnal
ini memiliki beberapa rumusan
masalah yaitu:

1. Keabsahan Rapat Umum
Pemegang Saham Secara
Telekonferensi dan Tanda
Tangan Elektronik.

2. Sertifikasi Transaksi
secara cyber notary sah
atau tidak sebagai kata
otentik?

Penelitian ini adalah penelitian hukum

yuridis normatif yang membahas

tentang keabsahan RUPS online
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berdasarkan aturan yang ada dalam era
Cyber Notary. Hasil dari penelitian ini
adalah kesimpulan Pertama, bahwa
sah RUPS (akta relaas) dilakukan
secara teleconfrence karena sudah ada
pengaturannya dalam Undang-Undang
selama para pihak menyetujui untuk itu
(dalam akhir akta perlu disebutkan)
namun ada yang tidak diperbolehkan
secara teleconference yaitu untuk
melakukan penjualan/pengalihan asset
perusahaan.

Kesimpulan kedua, bahwa sertifikasi
dalam hal ini adalah warmeking dan
legalisasi secara cyber notary tentu sah-
sah saja namun bukan sebagai akta
autentik.

10

Zainatun Rossalina, Moh. Bakri,
Itta Andrijani/Universitas
Brawijaya/2018

Jurnal ini memiliki judul Keabsahan
Akta Notaris Yang Menggunakan
Cyber Notary Sebagai Akta Otentik.
Rumusan Masalah pada penelitian ini
adalah Bagaimana penyelesaian konflik
norma antara Pasal 15 ayat (3) dengan
Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-
Undang Nomor 02 Tahun 2014 dan
apakah sertifikasi transaksi yang
dilakukan secara cyber notary sah
sebagai akta otentik. Kesimpulan dari
masalah tersebut adalah konflik norma
antara Pasal 15 ayat (3) dengan Pasal
16 ayat (1) huruf m Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2014 dapat
diselesaikan dengan tetap
menggunakan Pasal 15 Ayat (3) UUJN
dan juga dapat membuat akta notaris
pada umumnya sepanjang pelaksanaan
pasal tersebut sesuai dengan Pasal 16
ayat (1) huruf m dan Pasal 38 UUJN
serta juga harus memenuhi unsur-unsur
dalam Pasal 1868 KUHPerdata yang
merupakan syarat autentisitas akta. Hal
ini dikarenakan dalam satu Undang-
Undang dilarang untuk
mengenyampingkan pasal yang lainnya
dan sertifikasi transaksi yang
menggunakan cyber notary adalah sah
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karena telah diatur dalam pasal 15 Ayat
(3) UUJN yang memberikan
kewenangan kepada notaris untuk
melakukan sertifikasi transaksi secara
cyber notary dengan tetap
memperhatikan unsur-unsur akta
autentik.

F. Kerangka Teori

Dalam penulisan ini menggunakan beberapa teori sebagai landasan berfikir
untuk memecahkan permasalahan yang diteliti, serta mencari jawaban atas
permasalahan yang diteliti. Teori adalah untuk memberikan argumentasi yang
menyakinkan, bahwa yang dijelaskan itu ilmiah, atau paling tidak memberikan
gambaran bahwa apa yang dijelaskan itu memenuhi standar teoritis.?®> Kerangka
teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir, pendapat, teori mengenai suatu
kasus atau permasalahan yang menjadi perbandingan, pegangan teoritis.?* Dalam
Penulisan tesis ini penulis menggunakan beberapa teori, yaitu:

1. Notaris

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan
memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini
atau berdasarkan Undang-undang lainnya.?® Notaris mempunyai peranan yang

sangat penting dalam lalu lintas hukum, khususnya dalam bidang hukum

2 H. R. Otje Salman S, Anton F Susanto, Teori Hukum, Bandung, Refika Aditama,
2013, him.45
24 M Solly Lubis, Filsafat Ilmu dan Penelitian, Mandar Maju, Bandung, 1994, him 80.
% Lihat Pasal 1 angka 1,Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, jo.
Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris.
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keperdataan, karena Notaris berkedudukan sebagai pejabat publik, yang
mempunyai kewenangan untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya.?®

Notaris juga merupakan profesi hukum dan suatu profesi mulia (nobile
officium). Disebut demikian karena profesi notaris sangat erat hubungannya dengan
kemanusiaan. Akta yang dibuat oleh notaris dapat menjadi alas hukum atas status
harta benda, hak dan kewajiban seseorang. Kekeliruan atas akta Notaris dapat
menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau terbebaninya seseorang atas suatu
kewajiban.?’

Notaris menjadi profesi yang sangat penting karena notaris oleh Undang-
undang diberi wewenang untuk menciptakan alat pembuktian yang mutlak, dalam
pengertian bahwa apa yang disebut dalam akta autentik itu pada pokoknya dianggap
benar. Hal ini sangat penting untuk mereka yang membutuhkan alat pembuktian
untuk suatu keperluan, baik untuk kepentingan pribadi misalnya adalah untuk
membuat testament, mengakui anak yang dilahirkan diluar pernikahan, memberi
dan menerima hibah, mengadakan pembagian warisan dan lain sebagainya.?®

2. Konsep Cyber Notary

Cyber Notary adalah konsep yang memanfaatkan kemajuan teknologi bagi para
notaris dlaam menjalankan tugasnya sehari-hari, seperti: digitalisasi dokumen,
penandatanganan akta secara elektronik, pelaksanaan Rapat Umum Pemegang

Saham (RUPS) secara telekonfrensi, dan hal-hal lain yang sejenis menggunakan

% Salim, H.S, Teknik Pembuatan Akta Satu Konsep Teoritis, Kewenangan
Notaris, Bentuk dan Minuta Akta, Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, 2015, him. 33.

2" Abdul Ghofur Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia; Perspektif Hukum dan
Etika, Ull Press, 2013, him 25

8 Notodisoerjo, R. Soegondo, Hukum Notariat di Indonesia: Suatu Penjelasan, Jakarta,
Rajawali, 1982, him. 9.
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internet. Adapun manfaat dari cyber notary adalah mempermudah transaksi antara
para pihak yang tinggalnya berjauhan sehingga jarak bukan lagi suatu hambatan.
Pemegang saham yang berada diluar negeri, dapat mengikuti RUPS dengan
menggunakan media telekonfrensi dengan pemegang saham lainnya.®

Cyber Notary memiliki fungsi utama yaitu untuk melakukan sertifikasi dan
autentifikasi dalam lalu lintas transkasi elektronik. Sertifikasi itu sendiri bertindak
sebagai Certification Authority (trusted third party) sehingga notaris dapat
mengeluarkan digital certificate kepada para pihak yang berkepentingan. Lain
halnya dengan fungsi autentifikasi yang berkaitan dengan aspek hukum yang harus
dipenuhi dalam pelaksanaan transaksi elektronik.°

Sehubungan dengan kewenangan notaris dalam pembuatan akta, penerapan
cyber notary oleh notaris memiliki kendala, salah satunya yaitu keharusan para
penghadap untuk menandatangani akta , tanda tangan para pihak merupakan hal
penting dalam suatu akta, karena tanda tangan para pihak merupakan tanda bahwa
para pihak setuju dengan isi akta tersebut. Di Belanda sudah memulai untuk
menggunakan tanda tangan elektronik dan mengaturnya dalam ricthtlijnen
elektronsiche handtekeningen pada tahun 1999, yang didalamnya, unutk menjamin
identifikasi originalitas tanda tangan tersebut dilakukan penitipan tanda tangan ke

suatu Lembaga independent yang disebut sebagai Trusted Third Party.3!

29 Luthhvi Febrika Nola, Peluang Penerapan Cyber Notary dalam Peraturan Perundang-
undangan di Indonesia, Jurnal Negara Hukum: Vol.2, No.1, Juni 2011, him. 79

%0 Prayudicia Tantra Atmaja, Keabsahan Akta Notaris Secara Elektronik Dalam E-
Commerce, Tesis (Surakarta:Universitas Sebelas Maret,2019).

31 Herlien Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan,
Bandung: Citra Aditya Bakti,2008 him. 221
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Trusted Third Party bertugas menyimpan tanda tangan digital, menjamin
kebenaran pertukaran data dan menyimpan data lainnya dengan metode
orytografie. Selain Belanda, Amerika serikat juga mengeluarkan undang-undang e-
signature yang mengatur tanda tangan elektronik dengan keabsahan yang sama
dengan tanda tangan manual/biasa.?

3. Akta

Akta adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan, yang memuat
persitiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula
dengan sengaja untuk pembuktian.®® Jadi untuk dapat digolongkan dalam
pengertian akta maka surat harus ditandatangani. Keharusan ditandatanganinya
surat untuk dapat disebut akta berasal dari Pasal 1869 Kitab Undang-undang
Hukum Perdata yang berisi:

“Suatu akta yang tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, baik karena
tidak berwenang atau tidak cakapnya pejabat umum yang bersangkutan maupun
karena cacat dalam bentuknya, mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah
tangan bila ditandatangani oleh para pihak."

Ada 2 jenis akta secara umum yang dikenal dalam masyarakat umum yaitu:

a. Akta Autentik secara konseptual pengertian akta autentik diatur

dalam Pasal 1868 KUHPerdata menyatakan akta autentik adalah

suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-

32 |bid
33 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta, Liberty,
1998, him. 139.
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undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berkuasa
untuk itu dan ditempat dimana akta dibuatnya.

b. Akta dibawah tangan atau onderhands acte adalah akta yang
dibuat tidak oleh atau tanpa perantara seorang pejabat umum
melainkan akta tersebut dibuat dan ditandatangani sendiri oleh para
pihak yang mengadakan perjanjian.®*

4. Teori Kepastian Hukum

Menurut Sudikno Mertukusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan
bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum
menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang
dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu
memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum
berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.>®

Kepastian hukum dalam penelitian ini yang berpedoman secara normatif kepada
aturan hukum yang terkait dengan segala tindakan yang akan diambil untuk
kemudian dituangkan dalam sebuah akta. Bertindak berdasarkan aturan hukum
yang berlaku akan memberikan kepada pihak, bahwa akta yang akan dibuat di
“hadapan” atau “oleh” Notaris telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku,
sehingga jika terjadi permasalahan, akta notaris dapat dijadikan pedoman oleh para

pihak.38

34 R.Soeroso, Perjanjian Dibawah Tangan, Jakarta, Sinar Grafika, 2003, him. 8.
% Asikin Zainal, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Jakarta, Rajawali Press,
2012, him 21.
% Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun
2004 Tentang Jabatan Notaris, Op. Cit, him. 21.

38



Tugas hukum adalah untuk mencapai kepastian hukum demi adanya ketertiban
dan keadilan didalam masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto:3” ’kepastian hukum
mengaruskan diciptakannya peraturan-peraturan umum atau kaedah-kaedah yang
berlaku umum, supaya tercipta suasana yang aman dan tentram dalam masyarakat”.

Kepastian hukum dapat dicapai apabila situasi tertentu:®

1. Tersedia atura-aturan hukum yang jelas (jernih), konsisten, dan
mudah diperoleh (accessible);

2. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-
aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat
tersebut;

3. Warga secara principal menyesuaikan perilaku mereka terhadap
aturanaturan tersebut;

4. Hakim-hakim peradilan yang mandiri dan tidak berpihak
menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten
sewaktu-waktu mereka menyelesaikan sengketa;

5. Keputusan peradilan secara kongkrit dilaksanakan.

Dalam hal Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik
yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, akta Notaris wajib dibuat
dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang. Bila akta Notaris telah
memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada maka akta notaris tersebut dapat

memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada para (para) pihak

37 Soerjono Soekanto, Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan
di Indonesia (suatu tinjauan secara sosiologis), Jakarta, Universitas Indonesia, 1999, him.55.

3 Jan Michael Otto, Kepastian Hukum di Negara Berkembang, Terjemahan Tristam
Moelino, Komisis hukum Nasional, Jakarta, 2003, him.42
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mengenai perjanjian yang dibuatnya. Dengan ketaatannya Notaris menjalankan
sebagian kekuasaan Negara dalam bidang hukum perdata untuk melayani
kepentingan masyarakat yang memerlukan alat bukti berupa akta otentik yang
mempunyai kepastian hukum yang sempurna apabila terjadi permasalahan.3®

5. Teori Kewenangan

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa kewenangan atau wewenang merupakan
suatu istilah yang biasa digunakan dalam lapangan hukum publik. Namun
sesungguhnya terdapat perbedaan diantara keduanya. Kewenangan adalah apa yang
disebut “kekuasaan formal”, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan
oleh undang-undang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif atau administratif.*°
Karenanya, merupakan kekuasaan dari segolongan orang tertentu atau kekuasaan
terhadap suatu bidang pemerintahan atau urusan pemerintahan tertentu yang bulat.
Sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian tertentu saja dari kewenangan.
Wewenang (authority) adalah hak untuk memberi perintah, dan kekuasaan untuk
meminta dipatuhi.

Bagir Manan berpendapat wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan
kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat.
Wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban.*! Pengertian kewenangan itu
sendiri berbeda dengan wewenang, dimana kewenangan (authority, gezag),

kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh

% Habib Adjie, Op.Cit., him. 42

40 Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Jakarta, Raja Grafindo Persada,
Jakarta, 2003, him. 91

41 Nurmayani, Hukum Administrasi Daerah, Bandarlampung, Universitas Lampung,
2009, him. 26
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Undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu “onderdeel”
(bagian) tertentu dari kewenangan, dapat disebut lingkup tindakan hukum publik,
lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat
keputusan pemerintah (bestuur), meliputi wewenangan dalam rangka pelaksanaan
tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan
dalam peraturan perundang-undangan. Adapun konsep ini dikaji olen Ateng
Syafrudin, mengandung unsur-unsur dalam kewenangan, meliputi adanya
kekuasaan formal dan kekuasaan diberikan oleh Undang-undang.*?

6. Teori Keabsahan Akta

Keabsahan berasal dari kata absah yaitu sah, jadi keabsahan akta otentik adalah
suatu akta yang dibuat oleh notaris yang mempunyai sifat yang sah dimata hukum.
Syarat keabsahan akta otentik terdapat dalam pasal 1868 KUHPerdata, yang
dimaksud dengan akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang
ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang
untuk itu ditempat akta itu dibuat. Menurut ketentuan pasal ini, sebuah akta dapat
dikatakan otentik apabila telah memenuhi unsurunsur sebagai berikut, yaitu:

a. Dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;

b. Dibuat di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk maksud

pembuatan akta tersebut;

c. Dibuat di wilayah notaris berwenang.

Pada pasal 1869 KUHPerdata kemudian menyatakan bahwa akta tidak dapat

diperlakukan sebagi akta autentik, apabila pejabat umum yang membuatnya tidak

4 Galim H.S., dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada
Penelitian Tesis dan Disertasi, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2013, him.186.
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berwenang atau tidak cakap sebagai pejabat umum atau bentuk akta tersebut tidak
memenuhi persyaratan yang dinyatakan dalam undang-undang.
G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian tesis ini dilakukan dengan cara penelitian secara hukum Yuridis
Normatif, yang berfokus pada hukum positif. Menurut Peter Mahmud Marzuki,
“penelitian hukum yuridis normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu
aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna
menjawab isu hukum yang dihadapi.*® Jenis penelitian hukum normatif yaitu
penelitian dengan mengingat bahwa permasalahan yang diteliti/diamati berkisar
pada peraturan perundang-undangan, yaitu hubungan peraturan yang satu denga
peraturan yang lainnya serta kaitannya dengan implementasi dalam praktik.*

2. Bahan Hukum

Bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum
primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang sifatnya mengikat atau
berhubungan dengan permasalahan yang terkait. Dalam penelitian ini bahan hukum
dimaksud antara lain:

1. Kitab Undang_Undang Hukum Perdata;

43 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cetakan ke-6, Jakarta, Kencana,
2010, him. 35

4 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodolgi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Semarang,
Ghalia Indonesia, 2002, him. 97.
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2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas
UndangUndang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi
Elektronik;
4. Undang-Undang Nmor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang sifatnya menjelaskan bahan
hukum primer, yaitu berupa buku-buku literatur, jurnal, dan karya ilmiah untuk
mencari konsep-konsep, teori pendapat yang berkaitan erat dengan permasalahan
yang dikaji.
c. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier adalah Bahan hukum yang mendukung bahan hukum
primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian
atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan
petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.*
3. Pendekatan penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue
approach) yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan cara mencari, menelaah
dan memahami peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi yang

berhubungan dengan isu hukum yang diangkat.*®

4 Soerjono Soekanto, 2010, Cet. Ketiga, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta :
Universitas Indonesia, him. 53.
4 peter Mahmud Marzuki, Op.Cit., him. 93.
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4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum
Dalam pengumpulan bahan hukum dapat dilakukan dengan cara:
a. Studi Pustaka
Studi kepustakaan dengan menelusuri dan mengkaji berbagai
peraturan perundang-undangan atau literatur yang berhubungan
dengan permasalahan penelitian.
b. Wawancara
Wawancara yang akan dilakukan yaitu tanya jawab kepada
narasumber berkenaan dengan rumusan masalah yang akan
dibahas.
5. Analisis Data
Analisis data dilakukan secara deskriftif kualitatif, artinya data yang diperoleh
dari hasil penelitian, kemudian dikaitkan dengan cara menguraikan, membahas,
menafsirkan temuan-temuan penelitian dengan perspektif atau sudut pandang
tertentu yang disajikan alam bentuk narasi.
H. Sistematika Penulisan
Untuk lebih mengetahui dan mempermudah dalam proses gambaran hasil tesis
ini, maka disusun kerangka penelitian dalam bentuk bab-bab tesis secara sistematis,
serta memuat alasan-alasan logis yang ditulis dalam bab-bab dan keterkaitan antar
satu bab dengan bab yang lain, yakni sebagai berikut:

BAB | : PENDAHULUAN
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Bab ini berisikan tentang pendahuluan yang merupakan latar belakang masalah,
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian,
kerangka teori, metode penelitian, dan kerangka/sistematika penelitian.

BAB Il : TINJAUAN UMUM

Bab ini berisikan landasan teori tinjauan umum mengenai notaris, akta, akta
elektronik, keabsahan akta, sistem elektronik.

BAB IIl : AUTENTISITAS AKTA NOTARIS SELAMA PANDEMI COVID-
19 YANG PEMBUATANNYA DILAKUKAN “SECARA DARING”

Bab ini berisikan tentang hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti serta
pembahasan sesuai dengan masalah yang diangkat oleh peneliti.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari pembahasan bab-
bab sebelumnya, serta saran yang relevan berkaitan dengan pembahasan dalam

rumusan masalah pada bab-bab sebelumnya.

BAB 11
TINJAUAN UMUM MENGENAI NOTARIS, AKTA, AKTA

ELEKTRONIK, KEABSAHAN AKTA, SISTEM ELEKTRONIK

A. Tinjauan Umum Tentang Notaris

Jabatan Notaris merupakan Jabatan yang lahir karena dibutuhkan masyarakat.
Notaris berasal dari kata “nota literia” yang berarti tanda tulisan atau karakter yang

dipergunakan untuk menuliskan atau menggambarkan ungkapan kalimat yang
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disampaikan narasumber. Terbentuk Lembaga Notaris karena adanya kebutuhan
masyarakat baik pada zaman dahulu maupun zaman sekarang. Secara keabsahan
notaris berasal dari kata Notarius untuk tunggal dan Notarii untuk jamak. Notarius
merupakan istilah yang digunakan oleh masyarakat Romawi untuk menemani
mereka yang melakukan pekerjaan menulis.*’ Profesi Notaris di Indonesia
mempunyai sejarah yang cukup tua.Notaris sudah ada di Indonesia sejak abad ke
17.%8 Pada masa itu Notaris tidak memiliki kebebasan seperti sekarang, karena
merupakan pegawai dari Oost indie. Melchior Kerchen merupakan pejabat Notaris
pertama di Indonesia. Notaris adalah profesi yang diperlukan dalam hukum di
Indonesia, ditinjau dari segi hukum perbankan, bisnis, perjanjian, dan juga segi
pertanahan.

Lembaga Notaris timbul karena adanya kebutuhan masyarakat di dalam
mengatur pergaulan hidup sesama individu yang membutuhkan suatu alat bukti
mengenai hubungan keperdataan diantara mereka. Perwujutan kepastian hukum
memerlukan tersedianya perangkat hukum yang baik guna menunjang aktivitas

bisnis yang kondusif, sehingga kebutuhan masing-masing pihak dapat terpenuhi

47 Abdul Ghofur Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia (Perspektif Hukum dan Etika),
UlI Press, Yogyakarta, 2009, him.7-8.
4 GHS Lumbar Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, Cet.3, Erlangga, Jakarta, him. 15.
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dengan baik, Notaris sebagai suatu jabatan yang mempunyai karakteristik.*® Notaris
berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah
pejabat umum yang berwenang untuk membuat Akta autentik dan kewenangan
lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.>°

Notaris adalah pejabat umum satu-satunnya berwenang untuk membuat Akta
autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan
oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk
dinyatakan dalam suatu Akta autentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan
Aktanya, dan memberi grosse, salina dan kutipan Akta, semuanya sepanjang
perbuatan Akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau
dikecualikan kepada pejabat umum atau orang lain.! Berdasarkan Pasal 1 angka 1
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (selanjutnya disebut UUJN-P) tentang
perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentanng Jabatan Notaris
(selanjutnya disebut UUJN) Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang
untuk membuat Akta atentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana

dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

49 Habib Adjie(1), Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat
Publik, Bandung, Refika Aditama, 2009, him. 32.

% bid, him. 17.

51 Habib Adjie(2), Hukum Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004
Tentang Jabatan Notaris, Rafika Aditama, Bandung 2005, him. 13.
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Pejabat umum adalah orang yang menjalankan sebagian fungsi publik dari negara,
khususnya di bidang hukum perdata.

Kode Etik Notaris dalam Pasal 1 menjelaskan bahwa Notaris adalah setiap
orang yang memangku dan menjelaskan tugas jabatan sebagai pejabat umum,
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang jabatan Notaris.
Berdasarkan Undang-Undang lainnya pengertian yang diberikan oleh UUJN
merujuk pada tugas dan wewenang yang dimiliki oleh Notaris. artinya Notaris
sebagi pejabat umum memiliki wewenang untuk membuat Akta autentik serta
kewenangan lainnya yang diatur oleh UUJN. Notaris adalah pejabat umum, Notaris
bukan pegawai negeri atau pun organ pemerintah, oleh karena itu tidak berhak atas
gaji pensiun dari negara. Notaris tidak digaji tetapi hanya menerima imbalan dari
jasa yang diberikan bagi yang meminta jasanya. Notaris adalah pejabat umum yang
independent yang berhak mengatur, menentukam kantor baik berupa letak maupun
gedung dan karyawan dari jumlah maupun gaji tidak tergantung kepada pejabat
maupun gedung lembaga lain.>?

Notaris merupakan jabatan yang keberadaannya dikendaki, guna

mewujudkan hubungan hukum diantara subjek-subjek hukum yang bersifat

52 Flaretta Rosari, Keabsahan Akta Perjanjian Jual Beli Terkait Adanya Salah Satu Pihak
Yang Tidak Berwenang(Sudi Kasus Akta Notaris Tenggerang), Tesis, 2015, Depok.
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perdata. Notaris sebagai salah satu penegak hukum karena Notaris membuat alat
bukti tertulis yang mempunyai kekuata pembuktian.>® Notaris merupakan
pengemba profesi luhur yang memiliki 3 (tiga) ciri-ciri pokok yaitu, bekerja secara
bertanggungjawab, menciptakan keadilan, dan bekerja tanpa pamrih demi
kepentingan Kklien dengan menjunjung tinggi harkat martabat sesama anggota
profesi dan organisasi profesinya.>*

Profesi Notaris merupakan jabatan yang sangat mulia (officim mobile) dan
harus diemban dengan rasa tanggung jawab yang besar. Disebut Officum mobile
dikarenakan profesi Notaris sangat erat hubungannya dengan kemanusiaan. Akta
yang dibuat oleh Notaris dapat menjadi alas hukum atas status harta benda, hak dan
kewajiban seseorang.>® Notaris sebagai pejabat umum adalah pejabat yang oleh
Undang-Undang diberi wewenang untuk membuat suatu Akta autentik. Herlien
Budiono berpendapat bahwa Notaris mempunyai kewenangan dalam permbuatan
Akta autentik, yaitu menjalankan tugas perundang-undangan dan menjanlakan
tugas diluar tugas perundang-undangan. Menjalankan tugas perundang-undangan

adalah tugas utama dari Notaris yaitu pembuatan Akta autentik dan kewenangan

53 https://suduthukum.com/2017/07/pengertian-notaris-3.html, Diakses Pada Tanggal 9
Juni 2021, Pukul 11:23 WIB.

%4 Ibid.

55 Abdul Ghofur, Op.Cit, him. 7.

49


https://suduthukum.com/2017/07/pengertian-notaris-3.html

lain sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UUJN. Menjalankan tugas diluar
perundang-undangan adalah kegiatan Notaris lain selain pembuatan Akta autentik,
misalnya mengurus pendaftaran fidusia, pengesahan sebagai badan hukum bagi
perseroan terbatas pada instansi yang berwenang.*®

G.H.S. Lumbag Tobing mengemukana pendapat bahwa Notaris adalah
pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat Akta autentik
mengenai semua perbuatan, perjanjian dan pendapat yang diharuskan oleh suatu
peraturan umum atau oleh yang berkepentigan dikehendaki untuk dinyatakan dalam
suatu Akta autentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan Aktanya dan
memberikan grose, salinan dan kutipannya semuanya sepanjang pembuatan Akta
itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.®’
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Notaris adalah orang yang mendapat
kuasa dari pemerintah (dalam hal ini departemen kehakiman) untuk mengesahkan
dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, Akta dan sebagainya.
Menurut R. Soegondo Notodisoerjo, Notaris adalah pejabat umum openbare

anbtenaren, karena erat hubungan nya dengan wewenang atau tugas dan kawajiban

%6 Herlien Budiono, Pertanggungjawaban Notaris, Berdasarkan Undang-Undang No. 300
Tahun 2004 (Dilema Notaris Diantara Negara, Masyarakat, dan Pasar) Renvoi, 2005,him. 33.
57 GHS Lumbar Tobing, Op.Cit, him. 31.
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yang utama, yaitu membuat Akta-Akta autentik.®® Selain itu Thong Kie
berpendapat bahwa Notaris adalah seorang fungsionaris dalam masyarakat, hingga
sekarang jabatan seorang Notaris masih disegani. Seorang Notaris biasanya
dianggap sebagai seorang pejabat tempat seseorangdapat memperoleh nasihat yang
boleh diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkan (konstantir) adalah
benar, ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.>®

Habib Adjie berpendapat bahwa Notaris adalah suatu pejabat yang
mempunyai karakteristik yaitu sebagai jabatan, artinya UUJN merupakan unifikasi
di bidang pengaturan Jabatan Notaris di Indonesia, sehingga segala hal yang
berkaitan dengan Notaris harus mengacu kepada UUJN.®® Sedangkan menurut
Nusyirwa Notaris adalah orang semu swasta, karena ia tidak bisa bertindak bebas
sebagaimana seorang swasta, ia harus menjunjung tinggi martabatnya oleh karena
itu ia diperkenankan menerima uang jasa (honorarium) untuk setiap pelayanan yang
diberikan.%* Notaris sebagai profesi dan pejabat yang terhormat, Notaris

mempunyai  kewenangan-kewenangan, kewajiban-kewajiban yang harus

% R. Soegondo Notodisoerjo, Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan, Raja
Grafindo, Jakarta, 1993, him. 142.

% Tan Thong Kie, Studi Notariat Beberapa Mata Pelajaran Dan Serba Serbi Praktek
Notaris, PT Ichtian Baru Van Hoevan, Jakarta, 2007, him.157.

60 Habib Adjie(1), Op.Cit. him. 34.

61 Nusyirwan, Membedah Profesi Notaris, Universitas Padjajaran, Bandung, 2000,him.3—
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dilaksanakan baik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang Kkhusus

mengatur mengenai Notaris, yaitu UUJN, maupun peraturan perundang-undangan

lainnya yang harus ditaati oleh Notaris. Serta Notaris mempunyai Larangan-

Larangan yang tidak boleh dilakukan dalam menjalankan tugas dan jabatannya.

Berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris, Notaris mempunyai
kewenangan-kewenangan dalam menjalanakan tugas dan jabatannya, yaitu:

1) Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan |,
perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan
dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam
Akta autentik menjamin kepastian tanggal pembuatanAkta, menyimpanAkta,
memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang
pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain
atau orang lain yang ditetpkan oleh undang-undang.

2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang
pula:

a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah
tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;

b. membukukan surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
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c. membuat kopi dari asli surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat
urutan sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta.
f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan;
g. membuat Akta risalah lelang.
3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris
mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Kewenangan khusus lainnya juga diatur dalam Pasal 16 ayat (3) UUJN, yaitu
dalam membuat Akta in originali dapat dibuat lebih dari 1 (satu) rangkap,
ditandatangani pada waktu, bentuk dan isi yang sama dengan ketentuan pada setiap
Akta tertulis kata-kata berlaku sebagai satu dan satu berlaku untuk semua

mengenai:

o

Pembayaran uang sewa, bungan dan pensiun

b. Penawaran pembayaran tunai

c. Protes terhadap tidak dibayarnya atas tidak diterimanya surat berharga
d. Akta kuasa

e. Akta keterangan kepemilikan; dan

f. Akta lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Notaris selain mempunyai kewenangan yang diatur dalam Pasal 15 dan Pasal
16 ayat (3), Notaris juga mempunyai kewenangan yang diatur dalam Pasal 51
UUJN, yaitu Notaris berwenang untuk membetulkan kesalahan tulis atau kesalahan
ketik yang terdapat dalam minuta Akta yang telah di tandatangani.

Notaris selain mempunyai kewenangan, Notaris juga mempunyai kewajiban
yang wajib dilaksanakan dengan baik, guna menjalankan jabatannya sesuai dengan
peraturan perundang-undangan. Baerdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Jabatan
Notaris, kewajiban Notaris adalah
(1). Dalam menjalankan jabatanya Notaris wajib:

a. Bertindak amanah, Jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga
kepentingan pihak yang terkait dalam pembuatan hukum;

b. Membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian
dari protokol Notaris;

c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta Akta;

d. Mengeluarkan Grosse Akta, Salina Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan
Minuta Akta;

e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini,

kecuali ada alasan untuk menolaknya;
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Merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala
keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji
jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;

Menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat
tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat
dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan
mencatat jumlah minutan Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul
setiap buku;

Membuat daftar dari Akta proses terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya
surat berharga;

Membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu
pembuatan Akta setiap bulan;

Mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil
yang berkenaan dengan wasit ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima)
hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;

Mencatat dalam repertortum tanggal pengiriman daftar wasit pada setiap akhir

bulan;
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(2).

).

(4).

Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia
dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat

kedudukan yang bersagkutan;

. Membacakan Akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit

2(dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta
wasiat dibawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap,
saksi, dan Notaris; dan

Menerima magang calon Notaris.

Kewajiban menyimpan minuta Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan Akta in originali.
Akta in originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :

Akta pembayaran uang sewa, bunga dan pensiun;

Akta penawaran pembayaran tunai

Akta protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;

. Akta kuasa;

Akta keterangan kepemilikan; dan
Akta lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Akta in originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat lebih dari

1(satu) rangakap, ditandatangani pada waktu, bentuk, dan isi yang sama dengan
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ketentuan pada setiap Akta tertulis kata-kata “BERLAKU SEBAGAI SATU
DAN SATU BERLAKU UNTUK SEMUA”.

(5). Akta in originali yang berisi kuasa yang belum diisi hama penerima kuasa
hanya dapat dibuat dalam 1( satu) rangkap.

(6). Bentuk dan ukuran cap atau stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf i ditetapkan dengan peraturan menteri.

(7). Pembacaan Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m tidak wajib
dilakuakn, jika penghadap menghendaki agar Akta tidak dibacakan karena
penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan
ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup Akta serta pada setiap
halaman minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris.

(8).Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikecualikan terhadap
pembacaan kepala Akta, komparisi, penjelasan pokok Akta secara singkat dan
jelas, serta penutup Akta.

(9). Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dan ayat
(7) tidak dipenuhi, Akta yang bersangkutan hanya mempunyai ketentuan
pembuktian sebagai akata dibawah tangan.

(10).Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak berlaku untuk

pembuatan Akta wasiat.
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(11). Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a sampai dengan huruf i dapat dikenai sanksi berupa:

a. Peringatan tertulis;

b. Pemberhentian sementara;

c. Pemberhentian dengan hormat; atau

d. Pemberhentian dengan tidak hormat.

(12). Selain dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) pelanggaran
terhadap ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf j dapat menjadi alasan bagi pihak
yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan
bungan kepada Notaris.

(13). Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf n dapat dikenai sanisi berupa peringatan tertulis.
Notaris selain yang dijelaskan di atas, Notaris juga mempunyai kewajiban
lain yang diatur dalam Pasal 16 A vyaitu:
1. Calon Notaris yang sedang melakukan magang wajib melaksanakan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a
2. Notaris juga wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya

dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta.
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Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya diatur didalam peraturan

perundang-undangan. Notaris selain mempunyai kewenangan dan kewajiban,

Notaris juga mempunyai larangan-larangan yang harus diperhatikan dan tunduk

terhadap larangan-larangan yang diatur dalam Pasal 17 ayat (1) UUJN, yaitu:

i

Menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya

Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7(tujuh) hari kerja berturut-turut

tanpa alasan yang sah;

Merangkap sebagai pegawai negeri;

Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;

Merangkap jabatan sebagai advokat;

Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara,

badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;

Merangkap jabatan sebagai pejabat pembuat Akta tanah dan/atau pejabat Lelang

kelas Il diluar tempat kedudukan Notaris;

Menjadi Notaris Pengganti; atau

Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan,

atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan

Notaris.
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Larangan Notaris merupakan perbuatan atau tindakan yang seharusnya tidak
dilakukan oleh Notaris dalam menjalankan Tugas dan jabatan nya. Apabila
melakukan pelanggaran terhadap larangan yang telah dijelaskan dalam Pasal 17
ayat (1), maka Notaris dapat dikenai sanksi sebagaimana di sebutkan dalam Pasal
17 ayat (2), yaitu peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian

dengan hormat, atau pemberhentian tidak hormat.

B. Tinjauan Umum Akta

Akta merupakan suatu alat pembuktian yang mempunyai kekuatan
pembuktian. Akta berasal dari bahasa latin “acta yang berarti geschrift atau surat.
Akta dalam Undang-Undang Jabatan Notaris berbunyi bahwa Akta Notaris yang
selanjutnya disebut Akta adalah Akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan
Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.
Akta dalam syariat islam disebut juga akad, yang merupakan suatu perjanjian,
perikatan, atau pemufakatan yang dilakukan dua orang atau lebih untuk melakukan
suatu perbuatan hukum tertentu yang dibenarkan oleh syara (prinsip syariah).?
Akta adalah suatu surat yang ditandatangani memuat keterangan tentang kejadian-
kejadian atau hal-hal yang merupakan dasar dari suatu perjanjian. Akta adalaha
surat tanda bkti kebenaran sesuatu yang ditanda tangani oleh yang berkepentingan

merupakan tanda bukti yang berupa tulisan. Sedangkan Akta autentik adalah suatu

62 Habib Adjie& Muhammad Hafidh(3), Akta Notaris Untuk Perbankan Syariah, PT. Citra
Aditya Bakti, Bandung, 2017, him. 20.
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Akta yang dibuat oleh atau di hadapan pegawai umum, oleh siapa didalam Akta
tersebut dicatat pernyataan pihak yang menyuruh membuat Akta itu.®3

R. Subekti dan Tijtrosudibio dalam kamus hukum berpendapat bahwa Akta
adalah bentuk jamak dari kata actum yanng berasal dari bahasa latin dan berarti
perbuatan-perbuatan. Subekti mengemukakan pendapat bahwa Akta berbeda
dengan surat, Akta diartikan sebagai pembuatan hukum. Berdasarkan pendapat
Subekti dapat ditarik kesimpulan bahwa Akta adalah pembuatan/perbuatan hukum
itulah pengertian yang luas dan suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai/digunakan
sebagai bukti pembuatan hukum tersebut, yaitu berupa tulisan yang diajukan
kepada pembuktian sesuatu. Menurut A. Pitlo, Akta adalah surat-surat yang
ditandatangani, dibuat untuk dipakai sebagai alat bukti, dan untuk dipergunakan
oleh orang, untuk keperluan siapa surat itu dibuat. Selain itu menurut Sudikno
Mertokusumo Akta adalah surat yang diberi tandatangan, yang memuat peristiwa-
peristiwa, yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan yang dibuat sejak
semula dengan sengaja untuk pembuktian.®* Akta terbagi menjadi dua jenis, yaitu

Akta otetik dan Akta dibawah tangan. Sedangkan menurut Pieter | Made Puryatma,

8 Tresna, Komentar HIR, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2000, him. 142.
84 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Di Indonesia, Libetty, Yogyakarta, 1979,
him. 106.
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Akta sebagai alat bukti berupa tulisan atau di balik tulisan yang sengaja dibuat
untuk dipergunakan sebagai alat pembuktian.%®

Berdasarkan Pasal 1867 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya
disebut KUHPerdata) disebutkan istilah Akta autentik dan Akta dibawah tangan
dianggap sebagai bukti tertulis. Dalam Pasal 1868 Akta autentik adalah Akta yang
dibuat oleh atau dihadapa seorang pejabat umum, Akta itu harus dibuat dalam
bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, pegawai umum oleh atau dihadapan
siapa Akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat Akta tersebut.
Akta autentik mempunyai arti, yaitu Akta yang mepunyai kekuatan pembuktian
yang sempurna dapat pula ditentukan bahwa siapa pun terikat dengan Akta tersebut,
sepanjang tidak bisa dibuktikan bukti sebaliknya berdasarkkan putusan pengadilan
yang mempunyai kekuatan hukum tetap.®® Akta autentik dalam Pasal 16 HIR Akta
autentik merupakan bukti yang sempurna bagi kedua belah pihak, ahli warisnya dan
orang-orang yang mendapat hak dari padanya, yang berarti bahwa Akta autentik itu
masih juga dapat dilumpuhkan oleh bukti lawan. Pasal 1888 KUHPerdata

menyatakan bahwa apabila Akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta

8 Pieter | Made Puryatma, Teknik Dasar Pembuatan Akta Notaris, Denpasar, 2016, him.

% Habib Adjie, Op.Cit, him.6.
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ikhtisar-ikhtisar  itu  sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa
mempertunjukannya.®’

Akta notaris adalah Akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris,
menurut bentuk dan tata cara yang diterapkan dalamUndang-Undang Nomor 30
Tahun 2004 tentang jabatan Notaris.®® Akta autentik berdasarkan Pasal 1868
KUHPerdata memberikan unsur-unsur suatu Akta autentik, yakni : pertama,
bentuknya ditentukan dalam undang-undang, kedua, dibuat dihadapan pegawai
umum yang berkuasa untuk itu dalam hal ini adalah Pegawai Catatan Sipil, Hakim,
dan sebagainya. Ketiga, ditempatkan dimana Akta di wilayah kerjanya. Selain itu
Akta autentik juga memiliki ciri khas, yaitu:%°
1. Akta Notaris adalah Akta yang dibuat oleh dan dihadapan yang berwenang untuk

itu;
2. Ada kepastian tanggalnya;
3. Ada kepastian siapa saja yang menandatangani dan identitas;
4. Notaris telah menasehatkan sebelum Akta dibuat, tentang legalitas isi Akta;

5. Jika ada penyangkalan maka diaharus membuktikan;

67 Haballah Thaib, dan Syahril Sofyan, Teknik Pembuatan Akta Penyelesaian Warisan
Menurut Hukum Waris Islam Di Indonesia, Cipta Pustaka, Bandung, him. 68.

8 Mulyoto, Perjanjian; Teknik, Cara Membuat dan Hukum Perjanjian Yang Harys
Dikuasai, Edisi Revisi, Cikrawala Media, Yogyakarta, 2012, him.1.

89 A Kohar, Notaris Dalam Praktek Hukum, Alumni, Bandung, 1983,him. 30-31.
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6. Akta Notaris harus dirahasiakan oleh Notaris.

Sebagaiman ditentukan dalam Pasal 1 UUJN, bahwa salah satu kewenangan
Notaris adalah membuat Akta autentik, artinya Notaris memiliki tugas sebagai
pejabat umum dan memiliki wewenang untuk membuat Akta autentik serta
kkewenangan lainnya yang diatur oleh UUJN. Menurut Lumban Tobing bahwa
selain untuk membuat Akta-Akta autentik, Notaris juga memberikan nasihat hukum
dan penjelasan mengenai undang-undang kepada pihak-pihak yang bersangkutan.”
Akta adalah surat yang disengaja dibuat sebagai alat bukti, berkenaan dengan
perbuatan-perbuatan hukum dibidang keperdataan yang dilakukan oleh pihak-
pihak. Akta-Akta yang dibuat menurut ketentuan Pasal 1868 KUHPerdata Jo UU
No 30 tahun 2004 Jo UU No. 2 tahun 2014 tentang jabatan Notaris. Akta disebut
sebagai autentik bila memenuhi unsur sebagai berikut:

a. Dibuat dalam bentuk menurut ketentuan Undang-Undang;
b. Dibuat oleh atau dihadapa pejabat umum;
c. Pejabat umum itu harus berwenang untuk itu ditempat Akta itu dibuat.

Berdasarkan pihak yang membuatnya, Akta autentik dapat dibagi menjadi 2

(dua) yaitu:

0 Tresna, Op.Cit, him. 37.
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a. Akta para pihak (partij acte), adalah Akta yang dibuat di hadapan pejabat yang
beri wewenang untuk itu dan Akta itu dibuat atas permintaan pihak-pihak yang
berkepentingan.”, sehingga Akta pihak dibuat oleh Notaris berdasarkan apa
yang para pihak tersebut kehendaki. Misalnya Akta perjanjian pinjam pakai,
Akta perjanjian sewa menyewa, dan lain-lain yang bersangkutan.

b. Akta pejabat (Ambtelijke Acte atau Relas Acte), adalah Akta yang dibuat oleh
pejabat yang diberi wewenang untuk itu mana pejabat menerangkan apa yang
dilihat serta apa yang dilakukannya, jadi inisiatif tidak berasal dari orang yang
namanya diterangkan di dalam Akta.”?> Misalnya Berita Acara Rapat Umum
Pemegang Saham, Berita Acara Rapat Direksi Perseroan Terbatas, Berita Acara
Lelang, Berita Acara Penarikan Undian, Akta Kelahiran, Akta Kematian, dan
lain-lain.

Pembuatan Akta Notaris yang merupakan Akta autentik, memiliki fungsi
bagi para pihak-pihak yang berkepentingan terhadap akta yang dibuat. Salah satu
fungsinya adalah sebagai syarat untuk menyatakan adanya suatu perbuatan hukum,

sebagai alat pembuktian, dan sebagai alat pembuktian satu-satunya.”® Hukum

L Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 2006,
him. 120.

2 |bid.

8 Sjaifurrachman, Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta,
MandarMaju, Bandung, 2011, him. 99.
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pembuktian mengenal adanya alat bukti yang berupa surat sebagai alat bukti
tertulis. Akta Notaris adalah Akta autentik yang nemiliki kekuatan hukum dengan
jaminan kepastian hukum sebagai alat bukti tulisan yang sempurna (volleding
bewijs), tidak memerlukan tambahan alat pembuktian lain dan hakim terkait
karenanya.”* Akta autentik mempunyai pembuktian yang sempurna. Kesempurnaan
Akta autentik sebagai alat bukti, maka Akta tersebut harus dilihat apa adanya, tidak
perlu dinilai atau di tafsirkan lain, selain yang tertulis dalam Akta tersebut.
Berdasarkan penjelasan Akta autentik diatas, maka apabila Notaris membuat
Akta tidak sesuai dengan bentuk dan aturan yang berlaku, maka Akta yang dibuat
Notaris bukan Akta autentik tetapi Akta tersebut menjadi Akta dibawah tangan.
Berdasarkan Pasal 1874 KUHPerdata menyebutkan bahwa yang dianggap
tulisan dibawah tangan adalah Akta yang ditandatangani dibawah tangan, surat
daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa
perataraan seorang pejabat umum. Akta dibawah tangan dibuat dalam bentuk yang
tidak ditentukan oleh undang-undang, Akta dibawah tangan mempunyai kekuatan
pembuktian sepanjang para pihak mengakuinya atau tidak mempunyai kekuatan

pembuktian sepanjang para pihak mengakuinya atau tidak ada penyangkalan dari

 ALA. Andi Prijitno, Pengetahuan Tentang Apa Dan Siapa Notaris Di Indonesia, Cetakan
Pertama, CV Media Nusantara, Jakarta, him.51.
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salah satu pihak, jika para pihak mengakuinya, maka Akta dibawah tangan
mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sebagaimana Akta autentik.
Apabila salah satu pihak tidak mengakui beban pembuktian diserahkan kepada
pihak yang menyangkal Akta tersebut dan penilaian penyangkalan atas bukti
tersebut diserahkan kepada hakim.™

Akta dibawah tangan berdasarkan Pasal 15 ayat (2) huruf a dan b UUJN,
Akta dibawah tangan dibagi menjadi dua, yaitu Akta dibawah tangan yang
dilegalisasi dan Akta dibawah tangan yang di waarmeking. Akta dibawah tangan
yang dilegalisasi adalah Akta yang mengesahkkan tandatangan dan menetapkan
kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus
(legalisasi). Akta dibawah tangan yang di waarmeking adalah Akta yang
membukukan surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus
(warmeking). Akta dibawah tangan mempunyai ciri-ciri, yaitu:’
1. Bentuknnya yang bebas;

2. Pembuatannya tidak harus dihadapan pejabat umum;

> Habib Adjie& Muhammad Hafidh(3), Op.Cit, him. 7-8.
76 Flaretta Rosari, Keabsahan Akta Perjanjian Jual Beli Terkait Adanya Salah Satu Pihak
Yang Tidak Berwenang(Sudi Kasus Akta Notaris Tenggerang), Tesis, 2015, Depok.
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3. Tetap mempunyai kekuatan pembuktian selama tidak disangkal oleh
pembuatnya;

4. Dalam hal harus dibuktikan, maka pembuktian tersebut harus dilengkapi juga
dengan saksi-saksi dan bukti lainnya. Oleh karena itu biasanya dalam Akta
dibawah tangan sebaiknya dimasukkan dua orang saksi yang sudah dewasa
untuk memperkuat pembuktian.

Berdasarkan Pasal 1857 KUHPerdata , jika Akta dibawah tangan tanda
tangannya diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai, maka Akta
tersebut dapat merupakanalat pembuktian yang sempurna terhadap orang yang
menandatangani serta para ahli warisnya danorang-orang yangmendapatkan hak
darinya. Pasal 1869 menyebutkan batasan Akta Notaris yang mempunyai kekuatan
pembuktian sebagai Akta di bawah tangan dapat terjadi jika tidak memenuhi
ketentuan karena tidak bewenangnya pejabat umum yang bersangkutan atau tidak

mempunyai pejabat umum yang bersangkutan atau cacat dalam bentuknya.”’

C. Tinjaun Umum Akta Elektronik
Penerapan internet dalam dunia bisnis terlihat begitu pesat, hal ini dapat
dilihat dari adanya perjanjian atau kontrak elektronik, jual beli secara online dan

lain sebagainya. Perkembangan penerapan teknologi informasi dalam semua lini

7 Habib Adjie(2),0p.Cit. him.206.
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kehidupan masyarakat saat ini bukan tidak menyisakan persoalan, khususnya di
Indonesia.”® Perjanjian e-commerce misalnya, penerapan teknologi dalam
perjanjian e-contract tidak seperti layaknya perjanjian pada umumnya, tetapi
perjanjian tersebut dapat dilakukan meskipun tanpa adanya pertemuan langsung
antara kedua belah pihak, namun perjanjian antar para pihak tersebut dilakukan
secara elektronik. Transaksi e-commerce merupakan salah satu kegiatan transaksi
elektronik. Perjanjian dalam aktivitas e-commerce pada dasarnya sama dengan
perjanjian yang dilakukan dalam transaksi perdagangan konvensional, akan tetapi
perjanjian yang dipakai dalam e-commerce merupakan perjanjian para pihak yang
dibuat melalui sistem elektronik atau disebut kontrak elektronik.”

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Trnsaksi
Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) telah mengatur mekanisme penggunaan
tanda tangan elektronik (e-signature) yang didukung oleh suatu jasa layanan
penyelenggara sertifikasi elektronik. Pada dasarnya, suatu tanda tangan elektronik
berikut sistem sertifikasi elektroniknya, diselenggarakan untuk memperjelas
identitas subjek hukum dan melindungi keamanan serta otensitas informasi
elektronik yang dikomunikasikan melalui sistem elektronik.®% Tidak dapat

dipungkiri, bahwa dalam kehidupan dan transaksi sehari-hari, Notaris telah diakui

78 https://media.neliti.com, diakses pada Selasa 15 Juni 2021, pukul 13:10 wib.

" Rudyanti Doretea Tobing, Aspek-Aspek Hukum Bisnis, Pegertian, Asas, Teori dan
Praktik. Lasbang Justia, Yogyakarta, 2012, him. 216.

8 Tiska Sundani, Analisis Hukum Penggunaan Dan Pembuatan Akta Notaris Secara
Elektronik, him.3.
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dan dihargai sebagai pihak yang layak dipercaya oleh masyarakat. Notaris adalah
pejabat atau profesioanal hukum yang disumpah untuk bertindak sesuai dengan
hukum yang disumpah untuk bertindak sesuai dengan hukum yang semestinya,
sehingga dapat dikatakan Notaris sangat diperlukan untuk kepastian legalitas
perbuatan maupun untuk mencegah adanya perbuatan melawan hukum.8!

Dunia Notaris merupakan perpaduan antara teori dan praktik dalam tataran
yang ideal antara teori dan praktik sejalan atau terkadang tidak saling sejalan.
Artinya tidak selalu teori mendung praktek, sehingga dunia notaris harus dibangun
tidak saja diambil dan dikembangkan oleh teori-teori dari ilmu hukum yang telah
ada, tetapi notaris harus juga mengembangkan sendiri teori-teori untuk menunjang
pelaksanaan tugas jabatan Notaris dan pengalaman yang ada selama menjalankan
tugas jabatan notaris.®? Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dapat dilihat bahwa
Notaris memiliki peran dan fungsi yang penting dalam legalitas transaksi di
Indonesia, bahwa Notaris juga dipahami sebagai pihak ketiga yang terpercaya. Jasa
seorang Notaris telah menjadi kebutuhan masyarakat, tidak hanya dalam

pembuatan Akta, melainkan juga sebagai saksi atau penengah dari transaksi yang

81 Rudyanti Doretea Tobing, Op.Cit, him. 6.
8 Emma Nurita, Cybernotary Pemahaman Awal Dan Konsep Pemikiran, Refika Aditama,
Jakarta, 2014, him. 2.
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dilakukan.®® Namun, UUJN belum secara tegas mengatur mengenai kewenangan
Notaris dalam pembuatan Akta Notaris secara elektronik. Pasal 1 angka 7 UUJN
menyebutkan “Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah Akta autentik
yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang
ditetapkan dalam Undang-Undang ini.

Berdasarkan Pasal 1 angka 7 UUJN, memberikan pemahaman bahwa Akta
Notaris harus dibuat dihadapan Notaris, artinya para pihak harus menghadap
kepada Notaris. Dengan demikian, pengertian Akta Notaris diatas, menunjukkan
bahwa peluang untuk membuat Akta Notaris dengan memanfaatkan perkembangan
teknologi informasi sangat kecil, mengigat Undang-Undang Jabatan Notaris
mengharuskan pembuatan Akta dilaksanakan dihadapan Notaris.?* Demikian pula
pengaturan yang dapat dijadikan sebagai landasan hukum pembuatan Akta secara
elektronik dalam UU ITE. Undang-undang ini secara tegas memberikan
pembatasan terhadap kewenangan Notaris dalam membuat Akta secara elektronik.
Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 5 ayat (4) UU ITE, yang menyebutkan
bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) tidak berlaku untuk surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat

8 Edmon Makarim, Notaris dan Transaksi Elektronik, Kajian Hukum Tentang
Cybernotary atau Elektronik Notary, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hIm.6.
8 Tiska Sundani, Op.Cit, him. 4.
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dalam bentuk tertulis dan surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam
bentuk Akta Notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat Akta.%®

Ketentuan mengenai Akta autentik yang diatur dalam UUJN dan UU ITE,
memberikan pemahaman bahwa penerapan perkembangan teknologi informasi
dalam pembuatan akta autentik secara elektronik oleh Notaris masih sulit untuk
diterapkan, mengigat ketentuan hukum yang mengatur tentang otensitas akta
autentik masih menjadi hambatan dalam proses pembuatan Akta yang dibuat secara
elektronik oleh pejabat Notaris dalam proses pembuatan akta yang dibuat secara
elektronik oleh pejabat Notaris dalam UUJN dan KUHPerdata. Terkait substansi
hukum pembuatan akta secara elektronik oleh Notaris dalam UUJN, Edmon
menjelaskan bahwa:®®

Sebenarnya tidak ada larangan pembuatan salinan elektronik dalam Undang-
Undang Jabatan Notaris, tetapi akan potensial muncul masalah karena adanya
keharusan pembacaan dan pada waktu yang menunjukkan tanggal dan/atau waktu
di mana peristiwa tertentu terjadi (time stamping). Oleh karena itu para pihak yang
bertransaksi dengan Notaris terlebih dahulu menyepakati waktu yang akan dipakai

dalam suatu transaksi elektronik.

8 Ibid.
8 Emma Nurita, Op.Cit, him. 8.
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Dunia Notaris merupakan perpaduan antara teori dan praktik dalam tataran
yang ideal antara teori dan prakrik sejalan atau terkadang tidak saling sejalan.
Pemanfaatan teknologi informasi dalam pembuatan akta Notaris secara elektronik
tentunya tidak saja memberikan keuntungan, dari pembuatan akta Notaris secara
elektronik, dintaranya efisien waktu dan biaya. Meskipun di dalam UUJN,
KUHPerdata, dan UU ITE pembuatan akta secara elektronik tetap terbuka dengan
diaturnya pembuatan akta secara elektronik. Hanya dalam, pelaksanaannya belum

dapat diterapkan , mengigat kendala yuridis yang masih dihadapi oleh Notaris.

D. Tinjauan Tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik

Teknologi informasi dan komunikasi telah sangat maju dan menembus

hampir  semua  aspek.®’Penyelenggaraan  sistem  elektronik®merupakan

87 Ahmad Budi Setiawan, “Studi Standar Elektronik dan Keandalan dalam
Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik” ,Puslitbang Aplikasi Informasi dan Informasi
Komunikasi Publik (20 Juni 2014), him. 119

8L ihat Pasal 1 angka (6) Undang-Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik.
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pemanfaatan sistem elektronik oleh penyelengara Negara, orang, Badan Usaha,
dan/atau masyarakat.®® Dalam bidang usaha atau bisnis transaksi yang biasanya
manual, saat ini sebagian besar sudah beralih kepada transaksi elektronik dan on-
line yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Bisnis dan transaksi
elektronik (e-Business, e-Govermment, e-Commerce, e-Procurement) adalah suatu
tren yang menjanjikan. Hal ini disebabkan oleh mudahnya pemanfaatan transaksi
elektronik karena dapat dilakukan kapanpun, dimanapun dan oleh siapapun secara
real time.®® Untuk penyelenggaraan sistem elektronik tersebut wajib memenuhi
syarat minimum sesuai dengan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik, yaitu :°*

a. Dapat menampilkan kembali informasi/dokumen elektronik secara utuh
sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan peraturan perundang-
undangan;

b. Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keautentikan, kerahasiaan, dan

keteraksesan informasi elektronik;

8 Abdul Halim Barkatullah, Hukum Transaksi Elektronik Sebagai Panduan Dalam
Menghadapi Era Digital Bisnis E-Commerce di Indonesia, (Bandung: Nusa Media, 2017), him. 65.

% Ahmad Budi Setiawan. Op. Cit, him. 120

IDhanang Widijawan, E-Logistic Contract Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap
Malfunction, Keamanan Siber dan Data Pribadi, (Bandung: CV Keni Media, 2017), hkm. 76-77.
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c. Dapat beroprasi sesuai dengan prosedur /petunjuk penyelenggaraan
sistem elektronik;

d. Dilengkapi dengan prosedur/petunjuk yang diumumkan dengan bahasa,
informasi atau simbol yang dapat dipahami;

e. Memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan,
kejelasan, dan kebertanggungjawaban prosedur/petunjuk.

Kewajiban untuk memenuhi syarat minimum dalam penyelenggaraan sistem
elektronik bertujuan untuk mencegah (menghindari dan meminimalkan) perbuatan-
perbuatan yang dilarang (melawan hukum), sebagimana disebut dalam Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang juga mencakup
ketentuan-ketentuan dalam penjelasan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 30,
Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 35.%

Transaksi elektronik berjalan dalam sebuah infastruktur/sarana teknologi
informasi dan komunikasi, yaitu internet. Meskipun ditunjang dengan kecanggihan
sarana komunikasi modern, internet sangat rentan terhadap serangan keamanan

informasi. Tanpa adanya system keamanan informasi, transaksi elektronik menjadi

2Ibid, him. 77
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sangat rentan terhadap gangguan keamanan informasi yang dapat menimbulkan
rasa ketidaknyamanan bagi pelaku transaksi elektronik. Ketidaknyamanan dalam
transaksi elektronik menyebabkan berkembangnya isu-isu mengenai trust dalam
transaksi elektronik baik dalam lingkup nasional, regional dan global. Terdapat
empat kriteria keamanan informasi dalam transaksi elektronik, yaitu: kerahasiaan
(confidentiality), keautentikan (authenticity), integritas (integrity) dan nir-sangkal
(nonrepudiation).®

Untuk menyelenggarakan transaksi elektronik yang terpercaya (trusted e-
tansaction) tersebut, regulasi mengatur bahwa Pelaku usaha yang menawarkan
produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan
benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan
(Pasal 9 UU ITE). Selain itu, regulasi juga mengatur agar pelaku usaha yang
menyelenggarakan sistem elektronik dapat disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi
Keandalan (Pasal 10 UU ITE). Dalam Pasal 41 PP PSTE juga dijelaskan bahwa
Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dalam lingkup publik atau privat yang
menggunakan Sistem Elektronik untuk kepentingan pelayanan publik wajib

menggunakan Sertifikat Keandalan dan/atau Sertifikat Elektronik.%*

BAhmad Budi Setiawan. Loc. Cit,
91bid, him. 120
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Dengan penyelenggaraan sistem elektronik yang telah diuraikan diatas serta
konsisten dan menjamin perlindungan hukum, kepastian hukum dan keadilan
hukum bagi semua pihak sesuai dengan kepentingan dan kebutuhannya masing-
masing, maka dalam penyelenggaraan informasi, penyelenggara harus
melaksanakan setiap unsur yang disyaratkan dan diembankan dalam undang-
undang tersebut. Selain itu, tentunya kembali pada sistem penegakan hukum,
kesadaran, kepatuhan serta budaya hukum masyarakat atau pengguna dan
penyelenggara itu sendiri dalam penyelenggaraan informasi dan transaksi

elektronik itu sendiri.®

E. Tinjauan Umum Keabsahan Akta

Akta adalah surat yang disengaja dibuat sebagai alat bukti, berkenaan dengan
perbuatan-perbuatan hukum di bidang keperdataan yang dilakukan oleh pihak-
pihak. Pada dasarnya Akta adalah suatu surat yang ditandatangani memuat
keterangan tentang kejadian-kejadian atau hal-hal yang merupakan dasar dari suatu
perjanjian. Akta dalam pembuatanya harus dibuat sesuai dengan prosedur bentuk
yang telah di tentukan di dalam peraturan perundang-undangan.

Akta dalam pembuatannya yang sesuai dengan bentuk dan prosedur yang

telah di tentukan dalam Undang-Undang, akan memberikan status keabsahan dari

%Abdul Hakim Barkatullah, Op. Cit, him. 68.
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suatu Akta yang dibuat. Akta yang keabsahannya diakui akan membuat Akta
tersebut menjadi suatu alat bukti yang sah yang dapat digunakan para pihak yang
namanya terdapat di dalam Akta tersebut untuk pembuktian di pengadilan apabila
disuatu hari Akta tersebut di permasalahkan. Keabsahan menurut kamus hukum
adalah convalesceren, convelescentie, yang memiliki makna yang sama dengan to
validate, to legalize, to rutify to acknowledge yaitu yang artinya mengesahkan atau
pengesahan ssuatu hal sebagai contoh adanya pengesahan rancangan undang-
undang yang diajukan DPR yang tidak disyahkan oleh presiden maka tidak boleh
diajukan lagi dalam persidangan dewan perwakilan rakyat pada masa tahun itu.%
Keabsahan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu sifat yang sah.
Keabsahan suatu Akta sama hal nya denga kepastian hukum, dimana Akta yang
memiliki keabsahan yang sah maka akan memberikan kekuatan pembuktian hukum
yang sah. Keabsahan Akta yang sah merupakan Akta yang dibuat sesuai dengan
aturan yang ada.

Kebasahan dalam bahasa inggis disebut legality yang mempunyai arti
lawfullnes atau sesuai dengan hukum, komsep tersebut bermula dari lahirnya

konsepsi negara hukum yang mana tindakan pemerintah harus didasarkan pada

% Van Pramodya Puspa, Kamus Hukum Aneka Ilmu, Semarang, 1977, him. 252.

78



adanya ketentuan hukum yang mengatir rech matig van het bestuur.®’Keabsahan
Akta adalah suatu status pada Akta yang dibuat, dimana Akta tersebut sah atau
tidak. Keabsahan Akta merupakan suatu hal yang sangat penting untuk para pihak,
dimana keabsahan Akta yang sah akan memberikan perlindungan hukum dan
kekuatan pembuktian yang sah terhadap suatu Akta yang telah di buat. Akta yang
sah adalah Akta yang dibuat sesuai bentuk dengan prosedur yang telah ditentukan
dalam Undang-Undang. Akta yang memiliki keabsahan yang sah merupakan Akta
autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sah. Sedangkan keabsahan
Akta yang tidak sah merupakan Akta dibawah tangan. Keabsahan Akta juga dapat
membuat Akta di batalkan atau batal demi hukum, tergantung dengan pelanggaran
dan kesalahan seperti apa dalam Akta yang telah dibuat tersebut.

Keabsahan Akta yang sah merupakan Akta notaris yang merupakan Akta
autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Akta autentik sebagai
alat bukti yang sempurna mempunyai 3 (tiga) macam kekuatan pembuktian, yaitu:
a. Kekuatan pembuktian lahiriah, yaitu syarat-syarat formal yang diperlukan agar

suatu Akta Notaris dapat berlaku sebagai Akta autentik.

% Philipus M. Hadjo, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia, Bina Ilmu,
Surabaya, him. 1987, him.3.
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b. Kekuatan pembuktian formal, ialah kepastian bahwa suatu kejadian dan fakta
tersebut dalam Akta betul-betul dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh
pihak-pihak yangmenghadap.

c. Kekuatan pembuktian materil, yaitu kepastian bahwa apa yang tersebut dalam
Akta itu merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat
Akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada
pembuktian sebaliknya. Baik alat tulis di bawah tangan maupun Akta autentik
harus memenuhi rumusan mengenai sahnya suatu perjanjian berdasarkan Pasal
1320 KUHPerdata dan secara materil mengikat para pihak yang membuatnya
sebagai suatu perjanjian yang harus di tepati oleh para pihak.

Berdasarkan hukum, apabila membuat Akta dihadapn Notaris, Akta tersebut
merupakan Akta dengan pembuktian autentik, dan siapa saja yang menampik
keautentikan Akta tersebut, harus bisa membuktikan ketidakautentikannya.%
Kewenangan lain yang dimaksud pada Undang-Undang yang memiliki keterkaitan
dengan suatu Akta autentik, yakni ada dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN. Dalam
melakukan pembuatan Akta autentik,seorang Notaris wajib terlebih dahulu

memenuhi semua prosedur pengangkatan menjadi pejabat umum, Notaris juga

% A. Kohar, Notaris Dalam Praktek Hukum, Alumni,Bandung, 1983.
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harus bersikap netral, harus teliti dan tinggi serta dalam kondisi fisik yang sehat.%
Dengan hal ini apabila Notaris membuat Akta sesuai dengan peraturan perundang-
undangan maka, Akta yang dibuat oleh Notaris akan menjadi Akta autentik dan

keabsahan Aktanya akan sah serta kekuatan pembuktiannya sah.

BAB I11

AUTENTISITAS AKTA NOTARIS SELAMA PANDEMI BILA
PEMBUATANNYA DILAKUKAN SECARA DALAM JARINGAN

A. Implementasi Daring yang Bisa Dilakukan Oleh Notaris Dalam Tugas dan
Jabatannya

Pada masa pandemi berbagai negara telah menetapkan status hukum darurat

yang ditujukan untuk merespons dan menangani pandemi ini. Beberapa pendekatan

kedaruratan ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia, yakni menetapkan status

% Andi Nurlaila Amalis Huduru, Keabsahan Akta Autentik YangDibuat Oleh Notaris
Pengganti Yang Para Pihaknya Adalah Keluarga Notaris Yang Digantikan,Vol.13 No. 1 Februari
2020, him.32-33.
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Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
(Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan,® dan menetapkan
Keputusan Presiden (Keppres) tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional.

Kemudian Pemerintah Negara Indonesia menerapkan kebijakan untuk
memberlakukan social distancing maupun lockdown dalam rangka mencegah
penyebaran virus Corona. Landasan hukum untuk melakukan hal tersebut adalah
Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantina Kesehatan. Undang-
Undang ini merupakan upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya
penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi
menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Kemudian respon yang dilakukan
oleh pemerintah berikutnya dalam kedaruratan kesehatan ini adalah Pembatasan
Sosial Berskala Besar (PSBB), hal ini merupakan pembatasan kegiatan tertentu
penduduk dalam suatu wilayah yang diduga bisa menyebabkan penyebaran Covid-
19 semakin cepat.

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka percepatan

penanganan Covid-19 mengharuskan masyarakat untuk membatasi interaksi fisik.

1%0Indonesia, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020
tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Lembaran Negara
Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2020 Nomor 87, dan Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor
6485.

82



Sehingga, beberapa bidang pekerjaan menerapkan kebijakan Work From Home
(WFH) kepada karyawan atau bekerja dirumah. Tak terkecuali, untuk pekerjaan
jasa layanan hukum salah satunya adalah notaris.

Kemudian menanggapi dari kebijakan pemerintah mengenai PSBB tersebut,
Ikatan Notaris Indonesia (INI) pun mengeluarkan Surat Himbauan Pengurus Pusat
Ikatan Notaris Indonesia (PP-INI) Nomor 65/33-111/PP-IN1/2020, Himbauan ini
berisi tentang Seluruh kantor notaris diwajibkan melaksanakan protokol kesehatan,
membatasi/mengurangi atau menunda kegiatan diskusi hukum yang bisa
menghimpun banyak orang, mengurangi aktivitas di kantor atau di luar kantor
sebisa mungkin melakukan WFH. Menindaklanjuti surat ini, PP-INI mengeluarkan
lagi Surat PP-INI Nomor 67/35-111/PP-IN1/2020 yang berisi:

1. Pengurus Pusat lkatan Notaris Indonesia (PP-INI) dan seluruh
jajarannya menyampaikan rasa prihatin atas perkembangan masif
penyebaran Covid-19 yang secara langsung mempengaruhi
pelaksanaan tugas jabatan notaris dalam memberikan pelayanan
kepada masyarakat;

2. Berkenaan dengan itu, kami menghimbau kepada semua anggota
untuk mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan oleh
pemerintan dalam wusaha mengatasi penyebaran Covid-19.
Khususnya himbauan untuk Work From Home/WHF (Bekerja dari
Rumah) dan melaksanakan social distancing (jaga larak).
Pelaksanaan WFH tersebut bukan merupakan bentuk pelanggaran

dari Pasal 17 UU 30/2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah
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diubah dengan UU 2/2014 terkait larangan untuk meninggalkan
wilayah jabatannya lebih dari tujuh hari kerja berturut-turut tanpa
alasan yang sah;

Kondisi WFH dan social distancing tersebut tentu akan membatasi
pelaksanaan tugas jabatan notaris, oleh karena itu terhadap situasi
tersebut dapat ditempuh beberapa alternatif antara lain sebagai
berikut: Mengatur ulang jadwal penandatanganan akta dengan para
penghadap, hingga kondisi memungkinkan. Merekomendasikan
rekan notaris lain yang kondisinya memungkinkan untuk
menjalankan jabatan. Untuk perjanjian, perbuatan, atau rapat yang
menurut peraturan perundang-undangan dokumennya dapat dibuat
di bawah tangan, agar dicantumkan klausula ‘“akan
dibuat/dinyatakan kembali dalam Akta Autentik segera setelah
darurat Covid-19 dicabut oleh Pemerintah”;

. Terkait butir tiga tersebut, agar dalam menjalankan jabatan tetap
memperhatikan Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN), kode etik,
dan peraturan perundang-undangan lainnya;

Menghimbau kepada seluruh Pengurus Wilayah dan Pengurus
Daerah untuk dapat memberi bantuan semaksimal mungkin apabila
terdapat anggota yang berstatus Orang Dalam Pantuan (ODP),
Pasien Dalam Pengawasan (PDP), dan/atau positif Covid-19, serta
memberitahukan kepada Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia

(PP-INI) pada kesempatan pertama.
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Pelaksanaan dalam pembuatan akta notaris sebelumnya, para pihak datang
ke kantor notaris menyampaikan maksud dan tujuan dari pembuatan akta notaris
kepada notaris, setelah akta notaris sudah siap para pihak dan saksi sedikitnya dua
orang menghadap secara langsung kepada notaris untuk dibacakan akta notaris dan
dihari tersebut juga akta ditanda tangani oleh para pihak, saksi dan notaris. Contoh
lainnya untuk pelaksanaan rapat Pendirian Yayasan atau Perseroan Terbatas dapat
dilakukan dikantor notaris atau yang sudah ditentukan selama tempat tersebut
masih di teritorial wilayah kerja notaris dengan dihadiri oleh pengurus yayasan
guna membahas mengenai penentuan nama Yayasan dan kepengurusan serta
maksud dan tujuan, mengetahui domisili serta pembahasan dalam anggaran dasar
Yayasan. Jam kerja pelayanan jasa notaris dilakukan sama halnya seperti kantor-
kantor pada umumnya.

Implementasi Notaris dalam tugas dan jabatannya yang dimaksudkan disini
adalah praktek Notaris selama masa Pandemi Covid-19 yang ada perubahan demi
menjaga kesehatan para pihak yang terkait.

Jenny Setiawati selaku notaris di Yogyakarta menerangkan dengan adanya
himbauan Work From Home untuk memutus rantai Covid-19 dalam pelaksanaan
tugas jabatan notaris dalam Pembuatan Akta Notaris merubah sedikit kebiasaan

kerjanya, yaitu:1%

101 Wawancara dengan Jenny Setiawati selaku notaris di Yogyakarta pada tanggal 23
Novemember 2020.
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. Para pihak bisa membuat janji kepada notaris lalu menyampaikan
maksud dan tujuan dari pembuatan akta notaris melalui daring seperti
video call;

. Pemberkasan juga bisa dilakukan kelengkapannya melalui email,

. Setelah akta notaris sudah siap para pihak membuat jadwal kembali
untuk ketemu serta membawa kelengkapan data pribadi dan hal-hal lain
yang mungkin perlu ditempelkan di minuta akta;

. Kemudian para pihak tetap datang ke kantor notaris dengan
memperhatikan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran dari
pemerintah seperti mencuci tangan terlebih dahulu sebelum masuk
kantor notaris atau biasanya sudah disiapkan handsanitazer, memakai
masker, jaga jarak dan jika terdapat banyak pihak yang hadir dengan
tetap dihadiri oleh dua orang saksi dilakukan secara bertahap

. Setelah itu notaris membacakan akta notaris tersebut dan pada hari itu

juga akta notaris tersebut ditanda tangani oleh para pihak.

Menurut Notaris Jenny Setiawati serta H. Budi Untung bahwa konsep Cyber

Notary sudah lama dijalankan seperti melakukan jasa pelayanan melalui fax, email,

whatsapp, video call, atau media teleconference lainnya, bahkan untuk melakukan

pengerjaan pun mengetik melalui laptop ataupun komputer sudah tidak

menggunakan mesin ketik lagi atau tulis tangan dengan tinta basah.

Untuk masa saat ini Notaris terbatas dalam menjalankan tugas dan

jabatannya dengan daring. Daring sebenarnya sama saja dengan konsep Cyber

Notary, merupakan suatu konsep Notaris yang pada umumnya menjalankan fungsi
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Notaris dengan mengaplikasikannya ke dalam transaksi atau hubungan secara
elektronik melalui internet sebagai media utama untuk membuat akta Notaris
dengan mengarah kepada bentuk akta yang awalnya sah apabila tertuang dalam
kertas, menuju ke akta secara elektronik (akta elektronik).

Penerapan cyber notary merupakan proses harmonisasi yang penting terkait
dengan persyaratan autentifikasi akta karena melibatkan beberapa peraturan
perundang-undangan, namun dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia
masih terdapat aturan yang bertolak belakang, misalnya pada Pasal 15 UUJN-P
dengan Pasal 16 UUJN-P dan dikaitan dengan beberapa pasal lainnya yaitu Pasal
11 dan 12 yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik.1%2

Namun ada beberapa layanan sistem elektronik yang bisa digunakan oleh
Notaris salah satunya adalah Administrasi Hukum Umum (AHU) yang dirasa
sangat membantu. Adanya sistem AHU Notaris bisa sangat membantu beberapa hal
dalam pengerjaan tugasnya, seperti:1%

1. Pengajuan permohonan dan pemakaian nama Perseroan
Terbatas, Yayasan dan Perkumpulan yang dapat diakses oleh

notaris dan masyarakat umum;

92awalludin Norsandy, “Peran Notaris Dalam Perjanjian Melalui Media Elektronik
Berdasarkan Undang-Undang ITE” (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2020) him. 61

103 Indah Aulia Putri, Urgensi Penerapan Cyber Notary Dalam Pelayanan Jasa Notaris
Berdasarkan UUJN, Tesis Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana Universitas Islam
Indonesia, Yogyakarta, 2021, him. 113
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2. Pengajuan permohonan pengesahan pendirian Perseroan
Terbatas, Yayasan, dan perkumpulan yang hanya dapat diakses
oleh notaris;

3. Pengajuan adanya permohonan persetujuan perubahan anggaran
dasar dan pemberitahuan informasi adanya perubahan anggaran
dasar serta perubahan data Perseroan Terbatas, tanpa terkecuali
permohonan perubahan pengurus.

Sistem pada Ditjen AHU tersebut hanya memfasilitasi Notaris dalam
memasukkan data-data yang bisa diakses secara online. Untuk saat ini memang
sangat terbatas Notaris dalam menjalankan konsep cyber notary tersebut,
kegiatan yang diatas merupakan kegiatan Notaris dalam memanfaatkan
kemajuan teknologi yang ada pada saat ini tapi hal yang dilakukan Notaris hanya
sebatas pemasukan data saja.

Penerapan pendaftaran secara elektronik atau daring juga dilaksanakan
pada sistem pendaftaran fidusia, alamat pendaftaran bisa dengan mudah diakses
pada fidusia.ahu.go.id. dengan diterapkannya sistem isi maka tidak diperlukan
lagi tatap muka dengan petugas di loket. Pendaftaran fidusia ini bisa dilakukan
olen penerima fidusia, kuasanya, maupun wakilnya. Setelah pendaftaran
tersebut, sertefikat akan otomatis didapatkan secara online.’** Dengan demikian,
percetakan sertifikat bisa dilakukan sendiri. Selain fitur pendaftaran secara

online, di dalam web tersebut juga terdapat informasi mengenai barang yang

104 Ridho Novia Aulia, Implementasi E-notary Dalam Pelaksanaan Jabatan Notaris
Berdasar Undang-Undang Jabatan Notaris, Tesis Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana
Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2021, him.85
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dijaminkan. Dengan informasi tersebut siapapun bisa mencari tahu apakah
barang yang akan dijaminkan masih terdaftar atau tidak. Pihak-pihak yang dapat
mengakses adalah Notaris, Korporasi (adapun yang dimaksud korporasi disini
adalah perusahaan pembiayaan lembaga perbankan) dan ritel (yang dimaksud
ritel disini adalah perorangan dan perusahaan berbadan hukum maupun tidak
berbadan hukum).

Selain itu ada juga Pasal 77 UUPT sebagai bentuk kewenangan cyber

notary yang diberikan pemerintah adapin isi pasalnya:

(1) Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal
76, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video
konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang
memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar
secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.

(2) Persyaratan kuorum dan persyaratan pengambilan keputusan adalah
persyaratan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dan/atau
sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan.

(3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung
berdasarkan keikutsertaan peserta RUPS sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).

(4) Setiap penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh
semua [eserta RUPS. “Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 76, RUPS dapat juga dilakukan melalui media
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teleknferensi, video telekonfrensi atau saran media elektronik lainnya
yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan
mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat”.

Adapun tatacara RUPS yang dilakukan secara telekonfrensi adalah

sebagai berikut:1%

1. Setiap peserta RUPS melalui video konferensi dapat tetap berada pada
tempat keberadaannya masing-masing (tidak bertemu dan berkumpul
di satu tempat) pada tanggal dan waktu yang telah ditentukan dalam
surat panggilan kepada pemegang saham.

2. Para pemegang saham harus siap berada di hadapan seperangkat
media elektronik computer minimal telah dilengkapi dengan alat cetak
(printer), pemindai (scanner), pengirim-penerima surat atau dokumen
tercetak diatas kertas (facsimile) atau program fasilitas pengirim-
penerima surat atau dokumen elektronik (email), kamera (web
camera), mikropon, speaker (headset) serta psawat telepon

3. Seperangkat media dalam poin 2 dilengkapi fasilitas koneksi internet
cepat yang tersambung pada perangkat computer Perangkat video
konfrensi sebagai sarana penghubung antara peserta RUPS sehingga
semua peserta RUPS dapat saling melhat melalui layer monitor hasil
rekaman web camera, mendengar pembiacaraan atau berbicara secara

langsung melalui scanner atau facsimile atau e-mail serta langsung

105 yahya Agung Putra, Annalisa Yahanan, Agus Trisaka, Video Konferensi dalam Rapat
Umum Pemegang Saham Berdasarkan Pasal 77 Undang-undang Perseroan Terbatas Artikel
dalam “Jurnal Reportarium”. No.l Vol.8, 2009, him. 44
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berinteraksi dlaam pengambilan keputusan-keputusan RUPS tersebut
sekaligus menyetujui dan menandatangani notulen/risalah RUPS baik
secara fisik maupun secara elektronik.

Setelah kesepakatan dalam RUPS terpenuhi maka selanjutnya adalah
proses penandatangan. Proses ini bias dilakukan dengan membubuhkan tanda
tangan elektronik.1% Perihal tanda tangan elektronik dalam RUPS juga di bahas
dalam bagian penjelasan Pasal 77 Ayat (4) UUPT menyebutkan bahwa “Yang
dimaksud dengan disetujui dan ditandatangani adalah disetujui dan
ditandatangani secara ifsik atau secara elektronik”. Proses penandatanganan ini
memilih antara 3 di bawah ini yaitu:'%’

1. Ditandatangani oleh semua peserta RUPS secara fisik.

2. Ditandatangani oleh semua peserta RUPS secara elektronik.

3. Ditandatangani oleh sebagian peserta RUPS secara fisik dan

sebagaian peserta RUPS secara elektronik.

Berdasarkan paparan di atas, maka wujud sistem cyber notary atau

sistem secara daring yang dilakukan di Indonesia masih sebatas itu.

B. Autentisitas Akta Notaris Yang Pembuatannya Dilakukan Secara Daring

Dalam Kondisi Pandemi Covid-19

Notaris adalah pejabat umum berwenang untuk membuat Akta autentik

mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu

106 Grace Wahyuni, “Keabsahan Tanda Tangan Elektronik RUPS Telekonferensi

berdasarkan UUN No.40 Tahun 2007 Tentang Perusahaan Terbatas dan UU No.30 Tahun 2004
Tentang Jabatan Notaris”. Tesis Universitas Indonesia, Jakarta; Pasca Sarjana Universitas
Indonesia Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, him. 25.

107 yahya Agung Putra, Annalisa Yahanan, Agus Trisaka, Op.Cit. him. 45,
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peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan
dalam suatu Akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan Aktanya,
dan memberi grosse, salina dan kutipan Akta, semuanya sepanjang perbuatan Akta
itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada
pejabat umum atau orang lain.’%® Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2014 (selanjutnya disebut UUJN-P) tentang perubahan atas
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya
disebut UUJN) Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat
Akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam
undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

Adapun akta yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang memuat atau
menguraikan secara autentik sesuatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan
yang dilihat atau disaksikan oleh pejabat umum pembuat akta. Akta yang dibuat
oleh notaris disebut akta autentik karena dapat dipertanggungjawabkan dan
melindungi masyarakat dalam melakukan perbuatan hukum. Akta yang dihasilkan
tersebut merupakan pembuktian sempurna bagi para pihak.1%

Dalam hal pengertian mengenai akta autentik dengan jelas dapat dilihat di
dalam Pasal 1868 KUHPerdata yang berisi : “Suatu Akta Autentik ialah suatu akta
yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang di buat oleh atau
dihadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta

dibuatnya.” Berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdata tersebut, dapat dipahami bahwa

108 Habib Adjie(2), Hukum Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004
Tentang Jabatan Notaris, (Bandung: Rafika Aditama, 2005) him. 13.

109 Rahmida Erliyani dan Siti Rosyadah Hamdan, “Akta Notaris dalam Pembuktian
Perkara Perdata & Perkembangan Cyber Notary”, Yogyakarta, Dialektika, 2019, him. 64.
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bentuk dari akta ditentukan oleh undang-undang dan harus dibuat oleh atau
dihadapan Pejabat Umum yang berwenang. Pejabat Umum yang berwenang yang
dimaksud disini adalah Notaris atau PPAT, hal ini di dasarkan pada Pasal 1 angka
1 UUJN-P dan Pasal 2 ayat 2 PP Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan
Pejabat Pembuat Akta Tanah yang menyatakan bahwa Notaris atau PPAT adalah
Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan berwenang
lainnya sebagai dimaksud dalam Undang-undang ini. Adapun syarat-syarat Akta
Autentik adalah sebagai berikut :

1. Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh
undang-undang;

2. Menyangkut akta yang harus dibuat atau berwenang membuat akta
autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang
diharuskan oleh aturan hukum atau dikehendaki oleh yang
bersangkutan;

3. Mengenai subjek hukum (orang atau badan hukum) untuk
kepentingan siapa akta itu dibuat atau dikehendaki oleh yang
berkepentingan;

4. Berwenang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat, hal ini sesuai

dengan tempat kedudukan dan wilayah jabatan notaris;
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5. Mengenai waktu pembuatan akta, dalam hal ini notaris harus
menjamin kepastian waktu menghadap para penghadap yang
tercantum dalam akta. %

Akta Notaris sebagai akta autentik harus dibuat memenuhi persyaratan yang
ditentukan oleh UUJN. Ketentuan syarat formal pembuatan akta dapat dilihat dalam
UUJN pada Pasal 38 ayat (1), (2), (3), dam (4) serta (5) UUJN-P disebutkan
sebagaimana akta notaris harus dibuat sesuai bentuk yang digariskan pasal 38 yang
berisi:

(1) Setiap akta Notaris terdiri atas:
a.awal akta atau kepala akta;
b.badan akta; dan
c.akhir atau penutup akta.
(2) Awal akta atau kepala akta memuat:
a.judul akta;
b.nomor akta;
c.jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan
d.nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.
(3) Badan akta memuat:
a.nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan,
pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap

dan/atau orang yang mereka wakili;

110 Habib Adjie, “Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris”, (Bandung: Rafika Aditama,
2011), him. 8-9.
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b.keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;

c.isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang
berkepentingan; dan

d.nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan,
kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.

(4) Akhir atau penutup akta memuat:

a.uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 16 ayat (1) huruf | atau Pasal 16 ayat (7);

b.uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau
penerjemahan akta jika ada;

c.nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan,
kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta; dan

d.uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam
pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat
berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah
perubahannya.

(5) Akta Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris, selain memuat
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4),
juga memuat nomor dan tanggal penetapan pengangkatan, serta pejabat
yang mengangkatnya.

Untuk penutup akta terdiri uraian tentang pembacaan akta sebagaimana

dimaksud Pasal 16 Ayat (1) hruf m dan Pasal 16 Ayat (7). Juga uraian tentang

penandatanganan atau penerjemahan akta tersebut. Keterangan identitas saksi akta,
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serta uraian tentang jika ada atau tidaknya perubahan akta, penambahan ataun
pencoretan akta, serta penggantian atau perubahan akta.

Pasal 44 Ayat (1), (2) (3) dan (4) juga merupakan syarat formal pembuatan
akta tentang penandatanganan pada akhir akta, apabila ketentuan ini tidak dipenuhi
maka kekuatan akta notaris akan terdegradasi menjadi akta dibawah tangan.

Selain syarat formil dalam pembuatan akta, maka Notaris sebagai pejabat
yang dibebankan tanggungjawab besar dalam penegakan hukum, maka
tanggungjawab penuh untuk memerhatikan syarat materiil dalam pembuatan akta.
Sebagaimana diataur dalam hukum mengenai syarat sah perjanjian sebagaimana
digariskan dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Bahwa akta yang dibuat harus didasari
kesepakatan, persesuaian kehendak para pihak yang akan membuat akta, adakah
obyek tertentu yang jelas akan tertuang dalam isi akta, dan yang tidak kalah penting
diperhatikan adalah syarat mengenai kausa halal, artinya dasar hukum dan tidak
bertentangan dengan hukum yang ada serta kepatutan dalam masyarakat.

Kemudian syarat lainnya akta Notaris untuk autentik adalah akta yang
dibuat oleh (door) atau di hadapan (ten overstaan) seorang pejabat umum. Menurtu
Pasal 1 Angka 7 UUJN menyatakan bahwa “Akta Notaris yang selanjutnya disebut
sebagai akta adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut
bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini”. Penggunaan kata

menghadap, penghadap, di hadapan, dan berhadapan dalam pasal tersebut
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merupakan terjemahan dari kata verschijnen yang berate datang menghadap yang
dimaksud dalam artian yuridis adalah kehadiran nyata”.!'!

Jadi sesuai dengan beberapa hal sudah disebutkan bahwa dalam pembuatan
akta autentik Notaris harus memenuhi syarat-syarat diatas, yaitu dibuat pejabat
yang berwenang, bentuknya sesuai undang-undang, dan dibuat di hadapan pejabat
berwenang tersebut.

Berdasarkan dari penjelasan diatas bila akta Notaris yang diingikan untuk
menjadi berkekuatan sempurna dalam pembuktian maka harus mengikuti ketentuan
dalam UUJN agar menjadi autentik, namun Notaris juga mempunyai kewenangan
dalam pembuatan akta dengan menjalankan konsep cyber notary di Indonesia.

Akta tersebut adalah akta dibawah tangan, yang mana akta tersebut dibuat
antara para pihak yang membuat akta, tanpa keterlibatan pejabat yang berwenang
membuat akta. Mengenai akta bawah tangan juga diatur dalam KUHPerdata pada
Pasal 1874 yang menyatakan “ Yang dianggap sebagai tulisan di bawah tangan
adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan
rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang
pejabat umum?”.

Akta bawah tangan memiliki beberapa ciri khas antara lain:

4. Bentuknya bebas

5. Pembuatannya tidak harus di hadapan pejabat umum

111 Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang
No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Refika Aditama, Bandung, him 127.
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6. Tetap mempunyai kekuatan pembuktian selama tidak disangkal oleh
para pembuatnya

7. Dalam hal harus dibuktikan, maka pembuktian tersebut harus dilengkapi
juga dengan saksi-saksi dan bukti lainnya. Oleh karena itu, biasanya
dalam akta di bawah tangan, sebaiknya dimasukkan 2 orang saksi yang
sudah dewasa untuk memperkuat pembuktian.

Akta di bawah tangan terbagi menjadi tiga jenis yaitu :

4. Akta di bawah tangan tanpa keterlibatan pejabat umum, dalam
pembuatan akta ini para pihak yang menadatangani kontrak atau
perjanjian di atas materai. Jadi yang ada pada saat proses pembuatan
akta hanya lah para pihak yang terlibat saja, tidak ada pejabat umum
yang ikut andil dalam pembuatan akta.

5. Akta bawah tangan yang di daftar, istilah akta bawah tangan yang di
daftar bisa disebut juga dengan waarmeking. Pengertian waarmeking
yaitu akta dibawah tangan yang didaftarkan untuk memberikan tanggal
yang pasti. Akta yang sudah ditandatangani diberikan kepada Notaris
untuk didaftarkan dan beri tanggal yang pasti. Pada waarmeking tidak
menjelaskan mengenai siapa yang menandatangani dan apakah
penandatanganan memahami isi akta. Jadi waarmeking hanya menjamin
kebenaran kepastian tanggal, bukan tanda tangan. Dalam Undang-
Undang Jabatan Notaris kewenangan Notaris unutk membuat

waarmeking dalam Pasal 15 Ayat (2) huruf b.

98



6. Akta bawah tangan yang di legalisasi, adalah akata di bawah tangan
yang belum ditandatangani, diberikan pada Notaris dan di hadapan
Notaris ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan, setelah isi
akta dijelaskan oleh Notaris kepada mereka. Pada legalisasi, tanda
tangannya dilakukan di hadapan yang melegalisasi. Pada legalisasi
notaris dapat menjamin kepastian tanda tangan dan tanggal namun, tidak
denga nisi dari aktanya. Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris
kewenangan Notaris untuk membuat legalisasi tercantum dalam Pasal
15 Ayat (2) huruf a.

Selain akta dibawah tangan, tugas utama Notaris adalah membuat akta
autentik. Berdasarkan pihak yang membuatnya, Akta autentik dapat dibagi menjadi
2 (dua) yaitu:

a. Akta para pihak (partij acte), adalah Akta yang dibuat di hadapan
pejabat yang beri wewenang untuk itu dan Akta itu dibuat atas
permintaan pihak-pihak yang berkepentingan.!'?, sehingga Akta pihak
dibuat oleh Notaris berdasarkan apa yang para pihak tersebut
kehendaki. Misalnya Akta perjanjian pinjam pakai, Akta perjanjian
sewa menyewa, dan lain-lain yang bersangkutan.

b. Akta pejabat (Ambtelijke Acte atau Relas Acte), adalah Akta yang
dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu mana pejabat

menerangkan apa yang dilihat serta apa yang dilakukannya, jadi

112 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 2006,
him. 120.
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inisiatif tidak berasal dari orang yang namanya diterangkan di dalam
Akta.''3 Misalnya Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham,
Berita Acara Rapat Direksi Perseroan Terbatas, Berita Acara Lelang,
Berita Acara Penarikan Undian, Akta Kelahiran, Akta Kematian, dan
lain-lain.

Untuk pembuatan partij acte agar tetap autentik harus mengikuti Pasal 1868
KUHPer bahwa suatu akta autentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang
ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai
umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya.

Pandemi saat ini, Notaris dihimbau untuk melakukan social distancing dan
melakukan WFH. Hal tersebut sesuai dengan Surat Himbauan PP-INI Nomor
67/35-111/PP-INI1/2020 namun tidak terkecuali untuk pembacaan akta para pihak
dan penandatanganan akta, yang dimana harus dilakukan sesuai dengan Pasal 16
Ayat (1) huruf m UUJN-P, yang berisi :

“Membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling
sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan
Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap,
saksi, dan Notaris.” Dalam penjelas UUJN-P bahawa notaris harus hadir secara fisik
dan menandatangani akta di hadapan penghadap dan saksi.

Apabila pembacaan dan penandatanganan akta tersebut masih dilakukan
secara daring/ video conference, maka Akta yang dibuat oleh Notaris bukan Akta

autentik tetapi Akta tersebut terdegradasi menjadi akta dibawah tangan.

113 1bid.
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Namun dalam hal lain, ada juga akta notaris yang bisa dilakukan secara
daring, yaitu relaas akta. Contohnya dalam pembuatan e-RUPS, berdasarkan UUPT
Pasal Pasal 77 ayat (1) dan ayat (4), yang menyebutkan bahwa, selain
penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, RUPS dapat juga
dilakukan melalui media telekonferensi, video konverensi, atau sarana media
elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan
mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. Selanjutnya pada ayat
(4) dijelaskan bahwa, setiap penyelenggaran RUPS sebagaimana dimaksud ayat (1)
harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta
RUPS.

Dalam e-RUPS ada peraturan baru yang bisa dijadikan sebagai pedoman
pelaksana yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (P-OJK) Nomor 16/ POJK.04/
2020 Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
Secara Elektronik Pasal 12 bahwa risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta
notariil oleh notaris yang tedaftar di Otoritas Jasa Keuangan tanpa memerlukan
tanda tangan dari para peserta RUPS. Aturan ini bisa menjadi acuan dan pedoman
untuk Notaris dikarenakan POJK ini adalah konsiderat dari Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau

Stabilitas Sistem Keuangan.
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Untuk relaas akta karena sudah ada aturan pendukung untuk melakukan dan
penerapannya secara daring maka akta yang dibuat secara daring tetap sah dan
menjadi autentik sesuai dengan Pasal 1868 KUHPer bahwa suatu akta autentik
adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat
oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat

dimana akta dibuatnya.

BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, kesimpulan yang dapat diambil

dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
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1. Untuk saat ini Notaris bisa melakukan tugas dan jabatannya secara daring
hanya dalam hal tertentu saja dan terbatas. Hal-hal yang bisa dilakukan
dan tidak bertentangan dengan aturan yang ada antar lain:

a. Pengajuan permohonan dan pemakaian nama Perseroan Terbatas,
Yayasan dan Perkumpulan yang dapat diakses oleh notaris dan
masyarakat umum;

b. Pengajuan permohonan pengesahan pendirian Perseroan Terbatas,
Yayasan, dan perkumpulan yang hanya dapat diakses oleh notaris;

c. Pengajuan adanya permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar
dan pemberitahuan informasi adanya perubahan anggaran dasar serta
perubahan data Perseroan Terbatas, tanpa terkecuali permohonan
perubahan pengurus;

d. Penerapan pendaftaran secara elektronik atau daring juga dilaksanakan
pada sistem pendaftaran fidusia melalui fidusia.ahu.go.id

2. Autentisitas akta harus memenuhi Pasal 1868 KUHPerdata bahwa suatu
akta autentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh
Undang-Undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum
yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya. Akta notaris
terbagi menjadi 2 (dua) akta yaitu:

a. Partije acte untuk saat ini tidak bisa dilakukan secara daring karena

terbentur dengan adanya Pasal 16 huruf m UUJN-P menjelaskan bahwa,

notaris wajib membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri

oleh 2 (dua) orang saksi. dan dalam penjelasannya dinyatakan bahwa
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Notaris harus hadir secara fisik dan menandatangani Akta di hadapan
penghadap dan saksi. Bila hal ini tidak dilakukan dalam prosesi
pembuatan maka akta notaris tersebut akan terdegradasi menjadi akta
dibawah tangan

b. Amptelijk acte / relaas akta seperti e-RUPS bisa dilakukan secara daring
karena dalam ketentuan Pasal Pasal 77 ayat (1) dan ayat (4), yang
menyebutkan bahwa, selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 76, RUPS dapat juga dilakukan melalui media
telekonferensi, video konverensi, atau sarana media elektronik lainnya
yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar
secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. Namun hanya sebatas
mekanisme yang dilakukan secara telekonfrensi sedangkan akta tersebut

tetap harus berbentuk Notariil seperti yang diatur dalam UUJN.

B. Saran

1. Perlu adanya pembaharuan tentang Undang-Undang Jabatan Notaris serta
Undang-Undang terakait lainnya agar adanya harmonisasi antar Undang-
Undang agar Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya bisa mengikuti
perkembangan zaman mengenai sistem elektronik (daring) terutama dalam
pembuatan akta dan penyimpanan akta secara elektronik serta perlu adanya
reinterpretasi tentang makna menghadap, penghadap, berhadapan, dihadapan
didalam UUJN.

2. Pusat Pengurus Ikatan Notaris Indonesia perlu melakukan pembaharuan

sistem kerja terhadap para Notaris di Indonesia serta bekerja sama dengan
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Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melakukan penelitian
terhadap negara-negara lain yang telah melakukan penerapan sistem daring
dalam tugas dan jabatan Notaris agar Notaris di Indonesia tidak tertinggal dalam

pembuatan akta yang berhubungan dengan sistem eletronik di kemudian hari.
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